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Ijarah merupakan akad sewa menyewa dalam Islam. Akad ini sering 
digunakan dalam dunia usaha. Dalam kehidupan yang modern dunia usaha terus 
berkembang pesat. Seperti sewa tanah dalam usaha perlombaan burung di Pabuaran 
Purwokerto Utara. Dengan adanya usaha perlombaan burung yang sudah sangat 
banyak di puwokerto mendorong masyarakat yang memiliki lahan cukup luas untuk 
disewakan sebagai tambahan penghasilan. Seperti di Pabuaran Purwokerto Utara 
terdapat sewa tanah dalam usaha perlombaan burung dengan sistem bayar pajak 
bumi dan bangunan (PBB), namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan konsep 
ijarah dalam hukum islam. Karena ujrah dari sewa tanah tersebut berdasarkan biaya 
wajib pajak tahunan yang masih dapat diubah oleh pemerintah suatu waktu serta 
kemanfaatan objek sewa yang dijadikan sebagai usaha perlombaan burung tidak 
sesuai apa yang dicontohkan dalam islam terlebih mengenai sumber alokasi dana 
untuk hadiah para pemenang lomba, tidak lain merupakan uang pendaftaran peserta. 
Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan (field 
research) yang langsung dilakukan peneliti pada lokasi penelitian guna 
mengumpulkan data dan informasi serta menggunakan pendekatan sosiologis untuk 
menganalisa secara akurat mengenai fakta dan fenomena yang saat ini berlaku. 
Sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer 
Penelitian ini dilakukan di Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara. Sumber 
data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. 
Pengumpulan data ini di lakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi, 
selanjutnya dilakukan analisis menggunakan hukum islam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa tanah dengan sistem bayar 
pajak bumi dan bangunan belum memenuhi rukun dan syarat. Karena kemanfaatan 
tanah yang digunakan sebagai usaha perlombaan burung mengandung unsur maysir 
pada sumber dana pemberian hadiah yang dilarang dalam hukum islam dan jangka 
waktu yang tidak ditentukan secara jelas serta tidak ada manajemen solusi oleh 
mu᾽jir dan musta᾽jir mengenai resiko penurunan atau kenaikan harga pajak suatu 
wilayah yang suatu saat bisa dilakukan oleh pemerintah sesuai keadaan 
perekonomian daerah tersebut. Maka hukumnya batal karena tidak terpenuhinya 
rukun dan syarat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara  Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba῾ B Be ب
 ta῾ T Te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 khaʹ Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (ẑal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra῾ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ E s (dengan titik di ص
bawah) 
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa῾ ṭ te (dengan titik di bawah ط




 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع
 Gain G Ge غ
 fa῾ F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Waw W W ك
 ha῾ H Ha ق
 Hamzah ' Apostrof ء
 ya῾ Y Ye م
 
B. Vokal   
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal 
rangkap dan vokal panjang. 
1. Vokal Pendek 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 
transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  Fatḥah fatḥah A 
  Kasrah Kasrah I 




2. Vokal Rangkap. 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Nama Huruf 
Latin 
Nama Contoh Ditulis 
Fatḥah dan ya’ Ai a dan i بينكم Bainakum 
Fatḥah dan Wawu  Au a dan u قوؿ Qaul 
 
3. Vokal Panjang. 
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya sebagai berikut:  
Fathah + alif ditulis ā  
Contoh جاىلية ditulis jāhiliyyah 
Fathah+ ya‟ ditulis ā 
Contoh تنسى ditulis tansa  
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
Contoh كرمي ditulis karῑm 
Dammah + wawu mati ditulis ū 
Contoh فركض ditulis furūḍ 
 
C. Ta’ Marbūṯah 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
 Ditulis ḥikmah حكمة





2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 
اهلل نعمة  Ditulis ni„matullāh 
 
3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h). 
Contoh: 
االطفاؿ ركضة  Rauḍah al-aṭfāl 
املنٌورة املدينة  Al-Madīnah al-Munawwarah 
 
D. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
 Ditulis muta addidah متعٌددة
 Ditulis„iddah عٌدة
 
E. Kata SandangAlif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah  
 Ditulis al-ḥukm احلكم
 Ditulis al-qalam القلم
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 
 ΄Ditulis  as-Samā السماء





Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
 Ditulis syai΄un شيئ
 Ditulis ta‟khużu تأخذ
 Ditulis umirtu أمرت
 
G. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa 
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
 wa innalla<ha lahuwa khair ar-ra<ziqi<n : وان الل ّٰه لهو خير الرازقين
















Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah–Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas 
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segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi‟in, dan 
seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita 
mendapatkan syafa‟atnya di hari akhir nanti.  
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skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan koreksi sehingga 
skripsi ini terselesaikan dengan baik. 
8. Segenap Dosen dan Staff dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto. 
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Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku 
yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do‟a yang lebih romatis untuk ku hantarkan 




dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal 
ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin. 
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk 
itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu 
mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin. 
       Purwokerto, 21 Januari 2021 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 
Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka 
yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang 
lain.
1
 Islam sebagai agama yang realistis, artinya hukum islam tidak 
mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalal dan diharamkannya, 
juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang 




Salah satu sifat sosial manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa. 
Dalam kegiatan muamalah, sewa menyewa tidak hanya bentuk transaksi namun 
terdapat unsur tolong-menolong antar manusia. Sewa menyewa ialah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 
kepada pihak yang lainnya kenikmatan atau manfaat dari suatu barang, selama 
suatu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut 
belakangan disanggupi pembayarannya.
3
 Islam adalah agama yang mudah atau 
tidak menyulitkan yang meliputi segala aspek kehidupan termasuk masalah jual 
beli dan sewa menyewa. 
Syariat islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam 
melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong-menolong, saling 
menguntungkan dan tanpa merugikan antara yang satu dengan lainnya. Dengan 
demikian maka akad sewa tanah dalam hal ini adalah berkaitan dengan biaya 
sewa dan jangka waktu serta kemanfaatan untuk suatu usah harus berdasarkan 
atas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, tidak 
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diperkenankan adanya unsur pemaksaan, penipuan dan tidak bertentangan 
dengan nilai keadilan serta aturan yang ada dalam hukum islam.  
Sewa menyewa disyariatkan berdasakan Al-Qur‟an seperti yang 
disebutkan dalam surat Al- Talaq ayat 6 yang berbunyi: 
                           
     
“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 





Fikih muamalah adalah fikih yang berkaitan dengan tindakan manusia 
dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, 
kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa 
menyewa.
5
 Bentuk muamalah yang sering digunakan masyarakat dalam berbisnis 
adalah ija>rah. Menurut istilah umum ija>rah dinamakan sewa menyewa. Dalam  
kegiatan sewa menyewa harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah 
pihak untuk menjalankan akad sewa menyewa. 
Dalam fiqih muamalah kegiatan sewa menyewa termasuk bagian al-
mu’amalatu al-maliyyah yaitu dalam aktifitas kegiatannya meliputi bentuk-
bentuk perjanjian (akad) tertentu. Karena dalam kegiatan tersebut terdapat syarat 
dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya. Menurut jumhur ulama 
rukun ija>rah ada empat yakni: aqid (orang yang berakad), shigat (ijab dan kabul), 
ujrah dan manfaat. Adapun syarat-syaratnya adalah orang yang berakad harus 
balig, kedua pihak yang berakad harus saling rela, manfaat objek harus jelas, 
objek tidak cacat dan objek sewa tidaklah sesuatu yang diharamkan oleh syara.
6
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Pada sistem ekonomi islam, Al-Qur`an, Al-Hadits menjadi landasan bagi 
setiap kegiatan (kerangka kerja) yang dilakukan, di mana kedua kerangka kerja 
yang dijabarkan oleh Al-Qur`an dan Al-Hadits tersebut dalam dua bagian: bagian 
pertama, berkaitan dengan tujuan yang dicanangkan islam kepada muslim, 
sementara bagian yang kedua berkenan dengan seperangkat ukuran yang 
digariskan oleh islam untuk mencapai tujuan tersebut, kedermawanan, kebijakan 
dan kemakmuran demi keberhasilan di dunia dan akhirat.
7
 Untuk mencapai 
tujuan tersebuat syari‟at islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam 
melaksanakan hubungan pekerjaan atau aktivitas ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan manusia seperti saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan 
tidak merugikan satu dengan yang lainnya. 
Ija>rah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa 
dengan yang menyewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya 
dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Dengan adanya hubungan sewa 
menyewa maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian. Transaksi 
dengan menggunakan akad ija>rah banyak sekali berkembang di dalam 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akad ija>rah dapat 
dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan 
sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ija>rah dari pihak penyewa adalah 
pemanfaatan fungsi barang sedangkan dari pihak pemilik bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan dari biaya sewa. 
Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada 
tanah. Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang 
terpenting. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun 
untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya.
8
 Adapun dengan cara 
menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dengan menggunakan akad ija>rah 
sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat atau jasa. Dasar 
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hukum yang menjadi landasan akad ija>rah adalah al-Qur‟an, al-Hadis dan ijma 
para ulama. Di samping itu banyak yang bisa dijadikan legitimasi yuridis dari 
akad ini, dengan pertimbangan-pertimbangan rasional dan pertimbangan historis 
akad ini telah berkembang sesuai perkembangan jaman dan pola pikir.  
Dalam kehidupan yang modern dunia usaha terus berkembang pesat. 
Seperti sewa tanah di Pabuaran Purwokerto Utara sebagai usaha perlombaan 
burung. Untuk membuka usaha perlombaan burung mau tidak mau harus 
memiliki tempat yang diusahakan tidak berpindah-pindah, setidaknya dalam 
waktu satu sampai dua tahun. Tempat perlombaan bisa berdiri di atas lahan milik 
sendiri atau menyewa atau bekerja sama dengan perusahaan yang tempat 
usahanya memiliki halaman yang cukup luas. Seperti memanfaatkan halaman 
restoran, tempat wisata dan sebagainya. 
Dengan adanya usaha perlombaan burung yang sudah sangat banyak di 
puwokerto mendorong masyarakat yang memiliki lahan cukup luas untuk 
disewakan sebagai tambahan penghasilan. Seperti di Pabuaran Purwokerto Utara 
terdapat sewa tanah dalam usaha perlombaan burung dengan sistem bayar pajak 
bumi dan bangunan (PBB). Biaya sewa tanah berdasarkan pajak bumi dan 
bangunan yang dikenakan sebesar Rp 276.000.00.
9
 Dalam perjanjian sewa tanah 
bagaimana biaya jika pajak tanah tersebut mengalami kenaikan atau penurunan 
dikemudian hari yang dapat dilakukan oleh pemerintah, karena pada prinsipnya 
harga pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat berubah sesuai perkembangan 
prekonomian suatu daerah. Di atas tanah yang pajaknya dibayarkan oleh 
penyewa juga terdapat tumbuhan dan bagunan yang ditempati pemilik sewa. 
Apakah penyewa juga berhak terhadap kemanfaatan bangunan yang ditempati 
pemilik sewa dan semua yang ada di atas tanah?. Hal tersebut bisa menimbulkan 
perselisihan di atara kedu belah pihak, karena sistem sewanya digantungkan 
dengan kebijakan pemerintah terkait dengan besaran biaya pajak bumi dan 
bangunan. Terlebih pandangan hukum mengenai boleh dan tidaknya perlombaan 
burung masih menjadi perdebatan. 
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Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu,anhu, Rasulullah 
Shallallahu,alaihi Wasallam bersabda: 
بىقى إآل ِفٍ نىصىلو أىٍك خىفن اىٍكحىاًفرو  الى عىٍن  10سى  
“Tidak ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, 
atau menunggang unta”. (HR. Tirmidzi no. 1700, Abu Daud no. 




Berkaitan dengan hadis tersebut menurut imam asy-Syafi‟i hukum asal 
musa>baqah atau perlombaan diperbolehkan. Berkaitan dengan hukum hadiah 
yang diberikan, asalkan seluruh hadiah tersebut berasal dari panitia dan bukan 
dari peserta lomba.
12
 Namun pada kenyataanya perlombaan burung di Gantagan 
Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara para pemenang mendapatkan hadiah berupa 
tropy dan uang sebesar Rp 200.000.00 tidak lain dari uang pendaftaran. Sebelum 
perlombaan dimulai para pemilik burung diharuskan membayar uang pendaftraan 
sebesar Rp 20.000.00 untuk satu jenis burung yang dibawa. Penghargaan tersebut 




Berkaitan dengan sumber dana pemberian hadiah perlu diperhatikan agar 
perlombaan terhindar dari unsur maysir yaitu apabila salah seorang pihak yang 
berlomba menang dia memperoleh hadiah sedangkan dia kalah maka dia 
kehilangan hadiah itu. Apakah unsur hadiah dari usaha perlombaan menjadikan 
status akad ija>rah dalam sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan 
bangunan (PBB) tersebut menjadi rusak dan tidak diperbolehkan ataukah tidak 
menjadi penghalang sama sekali terhadap akad sewa tersebut. Maka disinilah 
peran hukum islam khususnya dalam bidang muamalah untuk meninjau terkait 
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permasalahan ekonomi pada jaman moderen seperti sekarang ini yang sering 
dianggap biasa saja. 
Dalam salah satu rukun dan syarat sewa menyewa yaitu kemanfaatan 
barang atau jasa yang disewakan tidak haram dan jangka waktu pemanfaatan 
ditentukan dengan jelas. Dalam pandangan Taqiyuddin Abi Bakar ibn 
Muhammad, karena objek akad adalah sesuatu yang abstrak yaitu manfaat dan 
akad terhadap suatu yang abstrak jelas mengandung gharar. Oleh ka rena itu 
legalitas akad ija>rah haruslah didasarkan pada pertimbangan dharurat yaitu 
realitas sosial empirislah yang mengharuskan perlunya akad ini.
14
 Jadi sewa 
menyewa apapun harus diketahui segalanya dengan pasti. Sewa menyewa adalah 
hal yang lumrah terjadi di berbagai daerah dengan ketentuan yang sudah biasa 
terjadi, pada masing-masing daerah tentu saja berbeda-beda namun kebiasaan 
tersebut tidak jarang terhindar dari perselisihan. Di sinilah peran hukum islam 
sebagai pegangan dari berbagai kemaslahatan. 
Dari permasalah-pemasalahan muamalah tersebut perlu diperhatikan 
apakah sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam 
usaha perlombaan burung diperbolehkan. Pasalnya dari hadis di atas sangatlah 
jelas bahwa tidak ada perlombaan berhadiah kecuali memanah, berkuda dan 
menunggang unta. Dengan adanya unsur musa>baqah yang tidak masuk dalam 
ketentuan hadis di atas, bagaimana status akad ijarah dalam sewa tanah dengan 
sistem bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) apakah akad tersebut menjadi 
rusak. Pada prinsipnya sewa menyewa dan bermuamalah haruslah sesuai dengan 
ketentuan hukum islam dan mengandung nilai keadilan, kejelasan serta 
kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi seharunya dalam 
bermuamalah haruslah dilandasi prinsip tersebut. Berdasarkan survei pertama 
terhadap sewa menyewa tersebut, penulis baru kali ini menjumpai sewa tanah 
dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam usaha perlombaan 
burung. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui 
bagamana tinjauan hukum islam terhadap sewa tanah tersebut. 
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Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Pajak 
Bumi Dan Bangunan Dalam Usaha Perlombaan Burung (Studi Pada 
Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara)”. 
B. Definisi Oprasional 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini 
maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang 
digunakan dalam judul penelitian ini: 
1. Sewa Menyewa 
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 
mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainya kenikmatan dari 
suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga 
yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
15
 Menurut Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, sewa menyewa atau ija>rah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ija>rah tidak ada 




2. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
Pajak tanah adalah pajak yang dipungut karena adanya keuntungan 
dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang 
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak 
tanah juga masuk dalam pajak bumi dan bangunan karena objeknya adalah 
bumi dan bangunan. Menurut Herry Purwono Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) adalah landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan 
                                                             
15
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2010), hlm. 70. 
16
 Rosita Tehuayo,”Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, Jurnal 





hak atas bumi dan perolehan manfaat atas bumi dan kepemilikan, penguasa 
dan perolehan manfaat atas bangunan.
17
 
3. Perlombaan Burung 
Perlombaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk 
kemenangan dimana masing-masing orang terlibat dalam perlombaan itu 
berusaha untuk lebih unggul dengan cara mengatasi waktu, jarak, beban dan 
penguasaan gerak atau  tata cara gerak tertentu dengan sebaik mungkin. Jadi 
perlombaan burung adalah suatu perlombaan burung berkicau dari semua 
jenis burung untuk di nilai dari suara burung yang dikonteskan. Kategori 
penilaian yaitu yang pertama dari lamanya durasi burung berkicau, irama lagu 




Gantangan merupakan istilah yang digunakan oleh kicau mania untuk 
penyebutan ketika mengikuti kegiatan perlombaan burung. Gantangan berasal 
dari kata gantang yang berarti lokasi perlombaan burung.
19
Jadi gantangan 
merupakan tempat di mana para pecinta burung melombakan burungnya 
dengan cara menggantung kandang burung secara berderet dengan peserta 
lomba yang lain agar burung saling bersuara karena melihat burung yang lain 
bersuara. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 
merumuskan permasalahan skripsi ini pada pokok permasalahan. Ada beberapa 
pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini sebagai 
berikut: 
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1. Bagaimana praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan 
dalam usaha perlombaan burung di Pabuaran Purwokerto Utara? 
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa tanah dengan sistem 
bayar pajak bumi dan bangunan dalam usaha perlombaan burung di Pabuaran 
Purwokerto Utara? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi 
dan bangunan (PBB) dalam usaha perlombaan burung. 
b. Untuk mengetahui hukum dari praktik sewa tanah dengan sistem bayar 
pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam usaha perlombaan burung 
menurut hukum islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, 
memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan 
kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah. 
b. Manfaat Praktis 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan 
pembaca tentang praktik sewa menyewa dan dapat menerapkan transaksi 
muamalah yang sesuai menurut ketentuan hukum islam. 
E. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini penulis menggunakan karya-karya ilmiah 
berupa buku, jurnal maupun karya-karya ilmiah lainya. Seperti buku milik 
Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah menjelaskan mengenai 
pengertian ija>rah. Menurutnya, ija>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rah adalah perjanjian sewa menyewa suatu 





transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu 
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
20
 
Jurnal milik Lolyta dari Universitas Islam Riau yang berjudul “Sewa 
Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” dalam 
jurnal ini membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai 
penyewaan tanah. Menurut Ibnu Hazm menyewa tanah tidak dibolehkan. 
Sedangkan menurut mayoritas ulama membolehkan penyewaan tanah. Sewa 
menyewa tanah boleh saja tetapi dengan cara Muzara‟ah. Karena dengan cara 
Muzara‟ah penyewa dan pemilik tanah dapat bersekutu dengan hasil tanah 
tersebut, sedikit ataupun banyak. Jadi tidak ada yang dirugikan antara kedua 
belah pihak dan dapat menempati konsep keadilan. Menurut Ibnu Hazm 
penyewaan tanah tidak boleh dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, 
bagunan atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Baik untuk 
jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga tidak boleh menyewakan 
dengan uang dinar maupun dirham dan lainya. Jika ada bangunan pada tanah itu 
banyak ataupun sedikit, bangunan tersebut boleh disewakan dan tanah itu ikut 
pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.
21
 Jadi 
penyewaan tanah secara mutlak merutu Ibnu Hazm itu dilarang. 
Jurnal milik Yuli Prasetyo Adhi dari Universitas Negeri Semarang yang 
berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Tanah untuk Usaha” dalam 
jurnal ini membahas tentang masyarakat kelurahan sekaran memanfaatkan tanah 
yang dimilikinya tidak lagi untuk pertanian melainkan dimanfaatkan dengan cara 
menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk digunakan sebagai tempat 
usaha. Hal tersebut diakibatkan hadirnya Universitas Negeri Semarang di tengah-
tengah Kelurahan Sekaran. Perjanjian sewa tanah antara pemilik tanah dengan 
penyewa tanah tidak luput dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya 
maupun keberlangsungan perjanjian tersebut. Diantaranya adalah tidak adanya 
perjanjian tertulis sehingga masing-masing pihak tidak mengetahui hak dan 
                                                             
20
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari‟ah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2012), hlm. 245. 
21
 Lolyta, “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, 





kewajibannya. Selain itu terdapat hambatan karena adanya wanprestasi dari salah 
satu pihak. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu 
dengan penyelesaian non litigasi atau diluar pengadilan. Dengan negosiasi dan 




Selanjutnya penulis juga menelaah beberapa karya tulis berupa skripsi 
milik Dwi Laila Zulfa yang berjudul “Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam 
Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu 
Kabupaten Banjarnegara” skripsi tersebut membahas tentang sewa uyudan. Sewa 
sawah uyudan sebenarnya sama dengan sewa menyewa lahan atau tanah. Dalam 
sewa menyewa sawah ini setiap kali panen atau yang disebut satu uyud harga 
sewanya berbeda-beda. Dan semakin lama sawah yang disewakan maka 
harganya semakin menurun. Harga peruyudnya tidak sama, tetapi semakin lama 
semakin menurun. Yang dimaksud dengan satu uyud yaitu dari masa lahan diolah 
kemudian ditanami sampai panen. Dalam sewa menyewa sawah uyudan tersebut 
tidak berpedoman pada jangka waktu seperti sewa menyewa pada biasanya. 
Tetapi berpedoman pada berapa kali panen pada perjanjian yang disepakati oleh 
kedua belah pihak. Mengenai jangka waktu atau jeda kalau tidak ditanami tidak 
termasuk dihitung pada lamanya sewa, yang dihitung hanya berapa kali panen 
saja. Muncullah permasalahan mengenai harga sewa menyewa sawah yang tidak 




Kedua skripsi karya milik Nadya Almira yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Di Sunday Morning di Komplek 
GOR satria Purwokerto” skripsi tersebut membahas mengenai praktik sewa 
menyewa lapak pedagang di gor satria Purwokerto. Dalam sewa menyewa para 
pedagang menempati tempat secara bebas dijalan dan wajib menyetorkan uang 
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sewa ke Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tetapi pada akad 
sewa menyewa tersebut pedagang tidak bertemu langsung melainkan hanya 
menanyakan kepemilikan lapak apakah sudah disewa atau belum kepada tukang 
parkir disekitarnya. Sedangkan dalam akad sewa menyewa harus ada perjanjian 
antara pengelola dengan penyewa secara langsung demi keabsahan akad tersebut 
supaya tidak menimbulkan perselisihan. Munculah permasalahan akad dalam 
dalam sewa menyewa lapak tersebut.
24
 
Ketiga skripsi karya milik Rizki Nur Chamami yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Milik Negara di Kelurahan 
Slerok Kabupaten Tegal” skripsi tersebut membahas mengenai sewa menyewa di 
mana yang menjadi obyek sewa menyewa adalah bangunan di atas tanah milik 
negara. Pemanfaatan tanah tersebut didasarkan atas kepentingan individu yang 
menyewakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Pemanfaatan tanah 
tersebut berupa bangunan yang digunakan sebagai warung oleh penyewa. 
Kompensasi dari sewa menyewa warung tersebut digunakan untuk kepentingan 
pribadi.
25
 Kompensasi dari sewa tersebutlah yang menjadi inti permasalahan 
yang diangkat oleh penulis karena uang kompensasi masuk kantok pribadi serta 
tanpa izin pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah. 
Keempat skripsi karya milik Rendi Aditia yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran 
Panen” skripsi tersebut membahas mengenai sewa menyewa tanah untuk lahan 
pertanian di mana dalam kasus ini penyewa tidak langsung membayar biaya sewa 
tetapi pembayaran dilakukan ketika ladang pertanian tersebut panen, namu sering 
kali tanah tersebut tidak menghasilakan atau gagal panen maka penyewa tidak 
bisa membayar sewa tanah tersebut dan pemilik tanah akan dirugikan. Hal 
tersebut yang mendasari permasalahan dalam skripsi Rendi Aditia.
26
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Dalam jurnal ini 
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perbedaan pendapat 
para ulama mengenai 
penyewaan tanah. 
Menurut Ibnu Hazm 

















Dalam jurnal ini 
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sewa tanah sebagai 
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semakin lama sawah 
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para pedagang 
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dan wajib menyetorkan 
uang sewa ke Dinas 
Perhubungan 
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warung oleh penyewa. 


















Dalam penelitian ini 
penyewa tidak 
langsung membayar 
biaya sewa tetapi 
pembayaran dilakukan 
ketika ladang pertanian 
tersebut panen 
 
Dengan adanya kajian pustaka tersebut jelas menjadi pembeda dengan 
penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam 
Usaha Pelombaan Burung”. Dalam penelitian ini, penulis meninjau tentang sewa 
tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan dalam usaha perlombaan 
burung dengan tinjauan hukum islam. Maka dapat disimpulkan bahawa 





F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini terbagi atas lima bab, 
masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa 
sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas dalam pembahasan, sistematika 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-
bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian ija>rah, 
dasar hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, macam-macam ija>rah. Sewa 
menyewa dalam KUHPerdata serta pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) 
dan dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB).  
Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi 
waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data dan analisis data.  
Bab keempat, memuat data dan analisis data tentang praktik sewa 
menyewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan sebagai usaha 
perlombaan burung.  
Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pokok 
permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan 






KONSEP UMUM TENTANG IJARAH DAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN (PBB) 
A. Pengertian Ijarah Secara Umum 
1. Pengertian Ijarah  
Ija>rah merupakan salah satu akad mu’awadhah yaitu transaksi yang 
bertujuan mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ija>rah 
termasuk akad bernama (al-uqud al-musamma), yaitu akad yang batasan-
batasanya ditentukan dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Sementara kebalikanya 
adalah akad tidak bernama (al-uqud ghair al-musamma), yaitu akad-akad 
baru yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung 
dalam al-Qur‟an dan al-Hadits, seperti akad mengenai bermalam disebuah 
hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya. 
Kata ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ija>rah dimaknai sebagai 
proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia 
barang/jasa (mu’jir) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai 
pengguna/penerima manfaat barang/jasa (musta’jir). Oleh karena itu makna 
ija>rah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku dan upah 
atas pekerjaan yang diperbuat tersebut.
27
 
Secara lughawi sewa menyewa atau ija>rah berarti upah, sewa, jasa 
atau imbalan. Sedangkan secara istilah ija>rah adalah akad pemindahan hak 
guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran 
upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 
sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki 
nilai guna, dan setelah digunakan benda dari barang tersebut masih utuh. 
Maka tidak boleh menyewakan suatu benda yang setelah digunakan nilai 
guna dari benda tersebut habis.
28
 Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang secara 
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bahasa berarti imbalan (al-iwad). Dengan kata lain ija>rah merupakan jual beli 
manfaat untuk mendapatkan imbalan.
29
 
Sebagian ulama mengartikan ijarah sebagai upah, sementara sebagian 
yang lain menyebutnya dengan sewa menyewa. Sedangkan ija>rah menurut 
syara ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama:
30
 
a. Menurut Shafi‟iyah ijarah ialah: 
ًٍليكي  ًبشيريكطو َمىٍصيٍوصو مىنػٍفىعىةو ًبًعوى َتى   ضو
“Memilikan manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-
syarat tertentu”. 
 
b. Menurut Hanafiyah ijarah ialah: 
ًٍليكى مىنػٍ عىٍعده ييفً    ضو  فىعىةو مىٍعليٍو مىةو مىٍقصيٍو دىةو ًمنى اٍلعىٍْيً املٍستىٍأ جىرىًة ًبًعوى ٍيدي َتى
“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 
dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”. 
 
c. Menurut Malikiyah ijarah ialah: 
اٍلتػىعىا قيًد عىلىى مىنػٍفىعىًة ٍاألىدىًمىَّ كىبػىٍعًض املًنػٍقيٍوالىًف  تىٍسًميىةي   
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 
manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan”. 
 
d. Menurut Shaikh Shihab al-Din dan Shaikh Umairah ijarah ialah: 
ًة ًبًعوىًض كىٍضعناعىٍقده عىلىى مىنػٍفىعىةو مىٍعليوٍ  مىةو مىٍقصيٍودىةو قىلى بًلىةه لًٍلبىٍذًؿ كىٍاإًلبىاحى  
“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi 
dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. 
 
Menurut Sayyid Sabiq bahwa ija>rah ialah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
31
 Ash-Shiddieqy mengatakan 
bahwa ija>rah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 
tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 
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 Sedangkan menurut Zuhaily sewa menyewa (ija>rah) adalah 
transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu 
tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak 
pemilik atas barang.
33
 Kemudian menurut Amir Syarifuddin ija>rah secara 




Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, 
sewa menyewa atau ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan 
demikian dalam akad ija>rah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya 
pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
35
 
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa ija>rah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dengan iwadl 
tertentu. Dalam bahasa indonesia, ija>rah dikenal dengan istilah sewa 
menyewa atau upah mengupah. adalah akad pengalihan atas manfaat suatu 
barang tanpa adanya pemindahan hak milik. Apabila manfaat dari benda yang 
disewakan tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah 
karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga 
tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan akad (manfaat) terwujud 
dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja 
dalam penyewaan para pekerja.
36
 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Jumhur ulama fikih menyariatkan dalam islam bahwa ija>rah dalam 
bentuk sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan asalkan sesuai 
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dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syara, seperti dalam al-Quran, 
al-Hadits dan Ijma Ulama.  
a. Al-Qur‟an  surat al-Talaq ayat 6 : 
                       
                          
                         
...“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah 
kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika 
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan. 




Al-Qur‟an surat al-Qasas ayat 26 : 
                          
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku” 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 




Al-Qur‟an az-Zukhruf ayat 32 : 
 
                              
                        
           
...”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
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dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 




Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk 
memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang 
yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Sedangkan dipihak lain 
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan 
uang. Maka dengan adanya akad ijarah kedua belah pihak dapat saling 
menguntungkan dan kedua belah pihak mendapatkan manfaat. 
b. Hadits Nabi 
: ًاٍحًتجىمى  وي أىٍجرىهي كىلىٍو كىافى حىرآمان اىـٍ يػي عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ٍعًطًو رىسيٍوؿي ااهلًل ص.ـ. كىاىٍعلىى الًَّذل ٍحجىمى
()ركاه البخارم  
“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam 
dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah dan 




 آٍجرىهي قػىٍبلى يىًبفَّ عىرىقيوي عىًن اًٍبًن عيمىرى قىاؿ : قىاؿ رىسيٍوؿي اهلل ص.ـ. أٍعطيٍو اآلًجيػٍرى 
 ()ركاه ابن ماجو
“Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: 





c. Ijma Ulama 
Ijma dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh 
ulama zaman sahabat. Bahwasannya ija>rah diperbolehkan, hal tersebut 
didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti 
kebutuhan akan barang. Ketika jual beli diperbolehkan pula karena pada 
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Dari kesepakatan para ulama tersebut dapat dipahami bahwa 
kesepakatan tersebut mengandung makna diperbolehkan sewa menyewa 
karena kemanfatannya yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat 
manusia. Semua barang yang kemanfaatannya dapat dinikmati dengan 
baik oleh manusia tanpa mengurangi substansi dari barang tersebut maka 
barang tersebut boleh disewakan. Semua umat bersepakat tidak ada 
seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada 




3. Rukun dan Syarat Ija>rah 
Ija>rah merupakan akad yang memiliki persamaan dengan jual beli, 
karena secara garis besar didalamnya mengandung makna pertukaran harta 
dengan harta namun ija>rah lebih spesifik kedalam jual beli manfaat karena 
tidak ada pemindahan hak kepemilikan atas barang. Oleh karena itu dalam 
masalah rukun dan syarat, ija>rah memiliki rukun dan syarat yang berdekatan 
dengan jual beli. Rukun inilah yang membentuk sebuah perbuatan. Menurut 
jumhur ulama, rukun ija>rah ada empat yaitu:44 
a. Aqidain (Dua orang yang berakad) 
Aqidain yaitu dua orang yang berakad disebut mu’jir 
(pengupah/menyewakan) dan musta’jir (upah/penyewa). Menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Hambali disaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu 
orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila 
maka ija>rahnya tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah dan 
Hanafiyah berpendapat kedua orang yang berakad itu tidak harus 
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mencapai usia balig. Maka dari itu anak yang baru mumayiz pun boleh 
melakukan akad, ija>rah hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. 
b. Shighat 
Sighat yaitu ijab dan kabul. Ija>rah harus dilakukan dengan rela 
sama rela. Jadi ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak dan 
penerima pernyataan kehendak. Dalam pelaksanaan akad tidak boleh 
bertentangan dengan syara karena mengakibatkan tidak sahnya perikatan 
dalam hukum islam. 
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum, adanya akad 
menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan 





Manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa 
barang, maka manfaatnya berarti nilai guna dari barang tersebut dan jika 
akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat 
adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa. 
Manfaat yang dijadikan objek ija>rah harus diketahui dengan pasti 
mulai dari sifat, bentuk, tempat, hingga waktu. Manfaat dimaksud bersifat 
mubah, karena tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk 
kegiatan yang dilarang oleh syara’ misalnya menyewakan tempat untuk 




Ujrah atau biaya sewa sebagi ganti dari manfaat yang diterima 
oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada 
pemberi jasa. Ujrah atau sewa disyaratkan diketahui jumlahnya oleh 
kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.
47
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Selain memenuhi rukun diatas agar akad ija>rah menjadi sah maka 
harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana syarat 
jual beli, yaitu syarth al-in’iqad (syarat terjadinya akad), syarth an-nafadz 
(berlangsungnya akad), syarat sahnya akad dan syarat lazim (syarat 
mengikatnya akad). 
e. Syarat terjadinya akad 
Ada tiga macam syarat terjadinya akad yaitu berkaitan dengan 
pelaku akad, berkaitan dengan akad itu sendiri dan berkaitan objek akad. 
Agar akad ija>rah menjadi sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi 
syarat yaitu berakal. Dengan syarat berakal ini yaitu ahliyatul aqidaini 
(cakap berbuat).
48
 Maka tidak menjadi sah jika akad ija>rah ini dilakukan 
oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Hambali disaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu 
orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila 
maka ijarahnya tidak sah.
49
 Maka dengan syarat tersebut dapat 
menimbulkan konsekuensi hukum diantara kedua belah pihak dan dapat 
dipertanggung jawabkan dikemudian hari jika terjadi perselisihan. 
Sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia telah 
dijelaskan bahwa salah satu syarat dari suatau perjanjian adalah adanya 
kecakapan dari orang yang melakukan perikatan. Syarat dalam KUH 
Perdata sama dengan syarat tamyis dari rukun pertama akad dalam hukum 
islam.
50
 Maka dari itu akad ija>rah tidak sah apabila pelaku akad tersebut 
gila atau anak kecil yang belum cakap hukum atau dalam istilah islam 
belum mumayiz. Seperti yang telah disinggung sebelumnya akad ija>rah 
merupakan sama dengan jual beli, namun ija>rah merupakan jual beli 
manfaat, maka dari itu akad ija>rah juga tidak sah jika ijab dan qabul tidak 
sesuai dengan objek akad, waktu yang ditentukan serta kemanfaatan yang 
dilarang oleh syara. 
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f. Syarat pelaksanaan akad 
Disyaratkan dalam pelaksanaan ija>rah yaitu kepemilikan dan hak 
kuasa penuh atas barang yang disewakan. Oleh karena itu, ija>rah al-
fudhuli (ija>rah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa 
penuh atau mendapat ijin dari pemilik barang tersebut) tidak dapat 
dilaksanakan.
51
 Dengan demikian sangat jelas bahwa syarat kepemilikan 
penuh atas barang yang disewakan atau ijin dari pemilik barang yang 
akan disewakan menjadikan konsekuensi hukum yang mengikat kedua 
belah pihak dalam pelaksanaan akad ija>rah. 
g. Syarat sahnya ija>rah 
Unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam sewa-menyewa 
atau upah-mengupah yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam 
hukum, yaitu mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan 
buruk (berakal). Imam Asy-Syafi‟i dan Hambali menambahkan satu 
syarat lagi yaitu dewasa (baligh). Perjanjin sewa menyewa yang 
dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah 
walopun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang 
baik dan yang buruk.
52
 Dengan demikian agar akad ija>rah menjadi sah 
maka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
53
 
1) Kerelaan aqidain (dua orang yang berakad). Kerelaan ini dapat 
ditunjukan dengan ijab dan qabul. Karena itu, tidak sah melakukan 
akad ija>rah bagi orang yang dipaksa. 
2) Manfaat yang harus tertentu dan diketahui bersama sehingga 
mencegah timbulnya perselisihan di antara aqidain. Penentuan ini 
berkaitan dengan barang yang disewakan, manfaat yang didapat dan 
jangka waktu. Maka tidak sah jika seseorang menyewakan salah satu 
dari dua rumahnya tanpa menentukan yang manakah yang akan 
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disewakan dari dua rumah tersebut. Termasuk dalam upah 
mengupah/sewa pekerja, pekerjaan juga harus ditentukan secara jelas. 
Maka ketidak jelasan pekerjaan ini dapat merusak akad ija>rah. 
3) Barang/jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan, baik secara nyata 
maupun syar‟i. Maka tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak dapat 
dimanfaatkan secara nyata, seperti menyewakan rumah yang tidak 
dapat ditempati atau tidak dapat dimanfaatkan secara syar‟i seperti 
mengupah seorang penyihir untuk mengajari ilmu sihir. 
4) Upah/sewa dalam transaksi ija>rah harus jelas, memiliki nilai dan 
manfaat yang diperbolehkan. Besar upah yang dikeluarkan harus 
diketahui oleh kedua belah pihak serta kedua belah pihak sama-sama 
rela dan sepakat. Dengan demikian hal tersebut dapat menghindarkan 
dari perselisihan. 
h. Syarat lazimnya akad 
Ma’qud’alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika 
ma’qud’alaih terjadi kecacatan maka penyewa boleh memilih meneruskan 
atau membatalkannya. Kemudian terdapat uzur, ulama Hanafiah 
berpendapat bahwa ija>rah batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan atau 
manfaat akan hilang dengan adanya uzur. Uzur yang dimaksud adalah 
sesuatu baru yang dapat menyebabkan kemadaratan. 
Menurut jumhur ulama ijarah adalah akad lazim seperti jual beli. 
Menurut ulama Syafi‟iyah jika tidak ada uzur tetapi masih 
memungkinkan untuk diganti dengan barang lain, ija>rah tidak batal tetapi 
diganti dengan yang lain. Ija>rah dapat dikatakan batal jika 




Untuk ijarah yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari 
penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, 
persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus 
secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak ija>rah dan 
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harus ada harga sewa yang pasti. Harga sewa harus dibayarkan hari demi 
hari kecuali dalam kasus, apabila kebiasaan lokal berlaku, dan apabila 
bagi persewaan binatang untuk perjalanan tertentu yang belum pasti.
55
 
4. Macam-macam Ija>rah 
Pembagian ija>rah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek 
ija>rah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ija>rah ada dua jenis yaitu 
ija>rah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Serta terdapat juga berbagai 
jenis ija>rah antara lain ija>rah‘ala> al-‘a᾿ma>li, ija>rah ain atau ija>rah mutlaqah, 
ija>rah muntahiya bittamlik dan ija>rah multijasa. 
a. Ija>raḥ‘ ‘ala> mana>fi yaitu ija>rah yang objek akadnya adalah manfaat. 
Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah 
untuk ditanami, mobil, toko, rumah untuk ditempati dan sebagainya untuk 
kemanfaatan penyewa. Dalam akad ija>rah ini objeknya tidak boleh 
dijadikan sebagai tempat atau sarana yang dimanfaatkan untuk kegunaan 
yang dilarang oleh syara’. 
Dalam akad ini, sewa tanah untuk ditanami atau didirikan 
bangunan maka harus dijelaskan secara jelas akan ditanami tumbuhan apa 
tanah tersebut dan begitupula dengan sewa tanah yang akan didirikan 
bangunan maka kemanfaatan bangunan yang didirikan tersebut harus 
dijelaskan. Dengan mengetahui kemanfaatan tersebut maka akad ija>rah 
baru dikatakan sah peruntukannya dan dapat menghindari perselisihan 
dikemudian hari. 
b. Ija>raḥ‘ala > al-‘a᾿ma>li yaitu ija>rah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. 
Misalnya ongkos kendaraan umun, upah proyek pembangunan dan lain-
lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, 
sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Dengan 
diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak 
yang menyewakan dan pihak pekerja, baru berhak mendapatkan uang 
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 Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan 
mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayaran sesuai dengan 
perjanjiannya, tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan jika 
pekerjaan selesai. Pengguna jasa disebut musta’jir dan pekerja disebut 
a’ji>r. Upah yang dibayarkan pada a’ji>r disebut ujrah atau dalam bahasa 
inggris disebut fee. Oleh karena itu akad ija>rah ini menitik beratkan pada 
buruh atau pekerja (a‟ji>r). Ada dua macam a’ji>r yaitu: 
1) A’ji>r khaṣ 
Tanggung jawab a’ji>r khaṣ menurut empat ulama madzhab 
tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika ia 
bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya.
57
 
Seperti penjaga toko, pembantu rumah tangga, sopir termasuk a’ji>r 
khaṣ. 
2) A’ji>r mustarik 
Tanggung jawab dalam a’ji>r mustarik menurut ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah bahwa tanggung jawab a’ji>r mustarik sama 
dengan a’ji>r khaṣ. A’ji>r mustarik harus bertanggung jawab terhadap 
rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.
58
 A’ji>r 
mustarik merupakan seseorang yang bekerja dengan profesinya dan 
dia mendapatkan upah karena profesinya. Seperti pengacara dan 
konsultan. 
3) Ija>rah ‘Ain atau Ija>rah Muṭlaqah yaitu jenis ija>rah yang berkaitan 
dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari 
aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan 
kata lain yang dipindahkan hanya manfaat. Ija>rah ‘ain dalam bahasa 
inggris adalah trem leasing. Dalam hal ini pemberi sewa disebut 
mu᾽jir dan penyewa adalah musta’jir dan harga untuk memperoleh 
manfaat disebut ujrah. Dalam akad ija>rah‟ ‘ain tidak terdapat klausul 
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yang memberikan pilihan kepada penyewa membeli aset tersebut 
selama masa sewanya atau diakhiri masa sewanya. Pada ija>rah’ ‘ain 
yang menjadi objek akad sewa menyewa adalah barang.
59
 
4) Ija>rah Muntahiya Bittamli>k yaitu merupakan istilah al-ija>rah ṡumma 
al-bai atau AITAB. Yang diaksud dengan Ija>rah Muntahiyah 
Bittamli>k adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan 
penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan 
dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli 
atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad.
60
 
Perpindahan objek sewa dapat berpindah kepemilikan sesuai 
kesepakatan diawal perjanjian yaitu dengan cara pemberian (hibah), 
ketika pemilik sewa berjanji akan memberikan barang itu kepada 
penyewa setelah masa sewa barang tersebut habis atau jual beli 
diakhir masa sewa. Perjanjian sewa antara pihak pemilik asset tetap 
(lessor) dan penyewa (lessee) atas barang yang disewakan, penyewa 
mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa 
berakhir. Ija>rah Muntahiyah Bittamli>k dalam perbankan dikenal 
dengan financial lease, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual 
beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk 
membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah 
dari milik lessor menjadi milik lessee.
61
 
5) Ija>rah Multijasa yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang 
dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang 
diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah 
dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan 
multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad ija>rah atau 
kafalah. Jika menggunakan akad ija>rah maka harus mengikuti 
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ketentuan dalam fatwa ija>rah dan begitu juga jika menggunakan akad 
kafalah maka harus mengikuti ketentuan fatwa kafalah. Besar ujrah 
atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 
nominal bukan dalam bentuk presentase.
62
 
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 
Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang 
lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak 
membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik.
63
 Menurut 
Hanafi, ija>rah tersebut batal dengan meninggal dunianya salah satu pihak 
yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, ija>rah tersebut 




Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa 
menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:
65
 
a. Terjadinnya Aib Pada Barang Sewaan 
Maksudnya pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa 
menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. 
Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sediri. Misalnya penggunaan 
barang tidak sesuai peruntukan. Dalam hal seperti itu penyewa dapat 
minta pembatalan. 
b. Rusaknya Barang Yang Disewakan 
Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 
mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa 
menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.  
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c. Terpenuhinya Manfaat Yang Telah Diakadkan 
Maksudnya yaitu selesainya pekerjaan, atau berakhirnya jangka 
waktu yang telah ditentukan. Ini semua tidak berlaku jika terdapat alasan-
alasan yang bisa dibenarkan untuk melarang pembatalan transaksi. 
Misalnya masa sewa sebidang tanah telah habis sebelum tanaman siap 
dipanen, maka tanah tersebut tetap berada di tangan musta’jir (penyewa) 
sampai dia memanen tanamannya. Ini dimaksudkan agar musta’jir tidak 
mengalami kerugian karena harus memanen tanamannya sebelum usia 
panen. 
d. Adanya Uzur 
Uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian 
tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Maksudnya yaitu 
karena adanya alasan yang bisa dibenarkan misalnya, seseorang menyewa 
sebuah toko untuk berdagang, tetapi brang-barang dagangannya 
kemudian terbakar, dicuri atau dirampok. Dalam konteks seperti ini 
musta’jir dibolehkan membatalkan transaksi. 
Jika ija>rah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 
barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib 
menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan 
adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan 
kosong. Jika barang sewaan itu tanah ia wajib menyerahkan kepada 
pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman kecuali bila ada kesulitan 
untuk menghilangkannya. Dan apabila ija>rah itu merupakan suatu 
pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya 
pekerjaan. Menurut Madzhab Hambali bahwa ketika ija>rah telah berakhir 
penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 
mengembalikan untuk menyerah terimakannya seperti barang titipan.
66
 
Jadi sesuai ketentuan tersebut, akad ija>rah dalam bentuk sewa ataupun 
dalam bentuk pekerjaan sama-sama memiliki kewajiban ketika akad 
perjanjian kedua belah pihak telah berakhir. 
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B. Sewa Menyewa Dalam KUH Perdata  
1. Pengertian Sewa Menyewa 
Sewa menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur 
dan dalam bahasa Inggris disebut dengan rent atau hire. Perjanjian sewa 
menyewa diatur dalam ketentuan buku ke tiga, bab ketujuh, pasal 1548 
sampai pasal 1600 KUHPerdata. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian 
konsensuil, artinya perjanjian ini sudah sah dan mengikat pada detik 
tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan 
harga. Peraturan tentang sewa menyewa ini berlaku untuk segala macam 
sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun 
tidak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai 




Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa ialah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, 
selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak 
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
68
 
Menurut Yahya Harahap sewa menyewa adalah persetujuan antara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan 
menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk 
dinikmati sepenuhnya.
69
 Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro sewa 
menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang 
lain, untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat 
pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.
70
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Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya 
kenikmatan suatu barang, dalam ketentuan waktu dan harga tertentu. 
Perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, 
perjanjian ini akan mengikat serta sah pada detik tercapainya kesepakatan 
mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga. 
Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun 
dalam bentuk lisan. Sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis masa 
sewanya berakhir secara otomatis apabila waktu yang telah ditentukan telah 
habis tanpa diperlukan pemberitahuan pemberhentian terhadapnya (Pasal 
1570 KUHPerdata), dan bila perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan 
maka perjanjian berakhir pada saat pihak yang menyewakan memberitahu 
kepada pihak penyewa bahwa si pemberi sewa akan menghentikan sewanya. 
Pemberitahuan dalam perjanjian ini sangat penting dikarenakan terkait 
dengan jangka waktu, karena jika tidak ada sebuah pemberitahuan maka sewa 
tersebut dianggap telah diperpanjang (Pasal 1571 KUHPerdata).
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Jadi perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang sederhana, 
dapat dibuat sendiri (akta dibawah tangan) atau dibuat dihadapan notaril (akta 
notariil). Disebut perjanjian sederhana karena inti dari perjanjian sewa 
menyewa yaitu barang dan harga. Maksud barang disini merupakan harta 
kekayaan yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syarat 
barang yang disewakan adalah barang yang halal artinya tidak bertentangan 
dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan.
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Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang menjadi objek sewa 
tidak untuk dimiliki secara pribadi seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya 
digunakan untuk menikmati kemanfaatan dari barang tersebut. Sehingga 
penyerahan barang dalam sewa menyewa merupakan penyerahan yang 
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bersifat belaka atas barang yang menjadi objek sewa menyewa tersebut. 
Dalam penyerahan barang yang menjadi objek sewa, pihak yang 
menyewakan memiliki kewajiban menyerahkan barang tersebut dalam 
kondisi baik atau tanpa kecacatan, untuk dinikmati oleh pihak yang 
menyewa. Sedangkan pihak penyewa atau yang menyewa berkewajiban 
membayar harga sewa. 
2. Subjek dan Objek Sewa Menyewa 
Subjek dalam suatu perjanjian sewa menyewa adalah orang atau para 
pihak yang mengikat dirinya satu dengan yang lain dalam membuat 
perjanjian, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Penyewa dan 
pihak yang menyewakan dapat berupa orang pribadi dan badan hukum yang 
diwakili oleh orang yang berwenang.  
Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan 
perbuatan hukum. Adanya kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang 
harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Dengan adanya 
kesepakatan dalam membuat perjanjian oleh kedua belah pihak yang sama-
sama disetujui maka, kesepakatan tersebut mengikat mereka yang 
membuatnya. 
Sedangkan objek dalam suatu perjanjian sewa menyewa yaitu barang 
atau benda yang dijadikan sebagai alat perjanjian yang mengikat dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perudang-undangan, kesusilaan dan ketertiban 
umum. Meskipun dalam Pasal 1549 KUHPerdata menyatakan bahwa semua 
jenis barang baik bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan.
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 Tetapi 
barang yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak 
diperbolehkan, seperti sewa menyewa senjata resmi yang dipakai negara, 
narkotika dan warisan yang belum terbuka, itu merupakan objek sewa 
menyewa yang dilarang. 
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah 
menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi 
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kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa 
tersebut yaitu: 
a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 
ayat 1 KUHPerdata) 
b. Memelihara bang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat 
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat 2 
KUHPerdata) 
c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang 
disewakan (Pasal 1550 ayat 3 KUHPerdata) 
d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdata) 
e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdata) 
Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima 
barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi 
kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut 
yaitu: 
a. Pasal 1560 KUHPerdata, penyewa harus menepati dua kewajiban utama 
memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, 
sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak 
ada persetujuan mengenai hal itu sesuai dengan tujuan barang itu menurut 
prasangka menyangkut keadaan serta membayar harga sewa pada waktu 
yang telah ditentuakn. 
b. Pasal 1562 KUHPerdata, jika penyewa memakai barang yang disewakan 
untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya atau untuk 
keperluan yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang 
menyewakan maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan 
sewa. 
c. Pasal 1562 KUHPerdata, jika antara pihak yang menyewakan dengan 
pihak yang menyewa telah dibuat suatu pertelaan tentang barang yang 
disewakan, maka pihak yang belakangan ini wajib mengembalikan barang 
itu dalam seperti waktu barang itu diterima menurut pertelaan tersebut 





tuanya barang atau sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang tak 
disengaja dan tak dapat dihindarkan. 
d. Pasal 1563 KUHPerdata, jika tidak dibuat suatu pertelaan maka penyewa 
mengenai pemeliharaan yang menjadi beban para penyewa dianggap telah 
menerima barang yang disewa itu dalam keadaan baik kecuali jika 
dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barang itu dalam 
keadaan yang sama. 
e. Seringkali selama masa sewa berlangsung terjadi kerusakan-kerusakan 
yang ditimbulkan baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga 
membuat barang sewaan itu rusak dan hal ini mengakibatkan kerugian 
bagi pihak yang menyewakan. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan suatu jaminan hukum 
seperti yang diatur dalam Pasal 1564, berbunyi penyewa bertanggung 
jawab atas sega kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan 
selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu 
terjadi di luar kesalahannya, akan tetapi ia tidak bertanggung jawab atas 
kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa 
kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan penyewa (Pasal 1565).
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4. Unsur dan Syarat Perjanjian Sah Menurut KUHPerdata 
Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-
unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang 
sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. Menurut ketetuan pasal 
1320 KUHPerdata, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada 
setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. 
Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang 
ditentukan tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak 
yang membuatnya, tetapi tidak mengikat artinya tidak wajib dilaksanakan. 
Adapun unsur dan syarat suatu perjanjian sah sebagai berikut: 
a. Persetujuan Kehendak 
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Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang 
mengadakan persetujuan kehendak antara pihak yang satu dan pihak yang 
lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat 
kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan dan 
kekhilafan satu sama lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan 
seia-sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang 
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. 
Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawar menawar. 
b. Kewenangan 
Unsur kewenangan berbuat setiap pihak dalam perjanjian wenang 
melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang 
bersangkutan harus memenuhi syrat-syarat yaitu sudah dewasa artinya 
sudah berumur 21 tahun penuh, sehat akal, tidak dibawah pengampuan 
dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain. 
c. Objek Tertentu 
Unsur objek tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan 
suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. 
Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek peranjian, 
prestasi yang wajib dipenuhi. 
d. Tujuan Perjanjian 
Unsur tujuan yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus 
memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak 
itu sifatnya harus halal. Artinya tidak dilarang undang-undang tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan 
kesusilaan masyarakat. Kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata 
itu bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan isi 
perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak. 





mengadakan perjanjian tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah 
isi perjanjian sebagi tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.
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5. Berakhirnya Sewa Menyewa 
Berakhirnya perjanjian sewa menyewa apabila perjanjian dibuat 
secara tertulis maka berakhir secara otomatis. Sedangkan apabila perjanjian 
sewa menyewa dibuat secara lisan maka berakhir tidak berpegangan dengan 
waktu melaikan dengan ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak yang 
menyewakan untuk mengakhiri sewanya. Sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 1381 KUHPerdata suatu perjanjian berakhir dikarenakan pembayaran, 
penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 
karena pembaharuan utang, karena perjumpaan hutang atau kompensasi, 
karena percampuran hutang, karena pembebasan hutang, karena musnahnya 
barang yang terhutang, karena batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat 
batal dan lewat waktu. Maka dari itu jangka waktu penghentian sewa 
menyewa tidak boleh terlalu pendek atau cepat akan tetapi harus memberi 
jangka waktu yang layak bagi si penyewa untuk mempersiapkan segala akibat 
setelah berakhirnya masa sewa.
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C. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
Pajak adalah kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara 
perorangan maupun badan dari penghasilan masyarakat kepada pemeritah 
yang diperuntukkan melakukan kegiatan bermanfaat bagi negara. Pembagian 
pajak berdasarkan wewenang pemungut ada dua yaitu pajak pusat dan pajak 
daerah. Pajak pusat kewenangannya berada pada pemerintah wilayah pusat 
dan pajak daerah wewenang pemungutan pada pemerintah wilayah daerah. 
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani A. Adala, pajak adalah 
iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut (peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut 
Sommerferld Ray M., Anderson Herschel M., Brock Horace R, pajak adalah 
suatu pengalihan sumber dari sektor wisata ke sektor pemerintah, bukan 
akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan 
yang dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, 
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah 
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerinthan.
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 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak daerah 
yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. PBB merupakan iuran 
wajib orang atau badan yang memiliki hak menguasai dan memperoleh 
manfaat dari bumi dan bangunan. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
78
 
Pajak Bumi dan Bangunan ditanggung perseorangan maupun badan 
yang mendapat keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi tertentu atas 
dasar hak kepemilikan untuk tanah serta bangunan. Individu perseorangan 
atau bandan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melunasi 
pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya SPPT. 
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 
kewajiban tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi 
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2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman masyarakat 
perseorangan atau badan dalam kewajibanya membayarkan pajak kepada 
negara yaitu: 
a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
b. KMK No. 201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
c. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan 
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan 
d. KMK No. 104/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan 
Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. 
e. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-25/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penetapan 
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar 
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 
f. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak 
Bumi dan Bangunan. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 
Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak (NPOPTKP) Untuk Tahun Pajak 2004. 
g. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan 
dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial 
Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.
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3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah setiap orang atau badan 
yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan bangunan serta memperoleh 
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manfaat dari bumi dan bangunan, dan memenuhi kewajibannya sebagai 
pemilik objek sesuai Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UUPBB). 
Subjek yang mendapat manfaat atas objek yang dimiliki maka berkewajiban 
membayar pajak PBB dan mempunyai hak atas objek tersebut. 
Adapun Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah unsur tanah dan 
perairan serta bangunan yang berada diatas tanah dapat dimanfaatkan. Sesuai 
dengan undang-undang, yang dimaksud dengan unsur objek bumi dan 
bangunan yaitu: 
a. Bumi/Tanah meliputi: tanah sawah, tanah kebun, (yang ditanami berbagai 
macam tanaman yang tidak mendapat pengairan secara teratur), tanah 
perumahan, pertanian, perkebunan dan perhutanan, tanah industri, 
pertokoan/perkantoran, tanah peternakan dan empang. 
b. Bangunan meliputi: jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks 
bangunan, kolam renang, pagar sawah dan taman mewah, tempat 
olahraga, dermaga/kilang minyak, air, gas dan pipa minyak, jalan tol dan 
fasilitas lain yang memberikan manfaat.
80
 
Tidak semua objek pajak berkewajiban membayar pajak bumi dan 
bangunan, namun ada beberapa objek yang tidak termasuk memiliki 
kewajiban membayar pajak tersebut adalah klasifikasi objek pajak sebagai 
berikut: 
a. Digunakan semata mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, 
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. 
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 
yang belum dibebani suatu hak. 
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik. 
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e. Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh kementrian keuangan.
81
 
Kebebasan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan suatu objek 
dikarenakan objek tersebut digunakan untuk kepentingan umum serta tidak 
memperoleh keuntungan dari objek tersebut. Tarif pajak bumi dan bangunan 
sebesar 0,5% yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis 
apapun diseluruh wilayah indonesia dan nila dasar perhitungan pajak 
serendah-rendahnya adalah 20%, hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
pajak berganda. Tarif pajak bumi dan bangunan ini mencerminkan asas 
kesederhanaan, adil, kepastian dan gotong royong. Pembayaran dan 
penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan baik tercantum dalam SPPT, SKP 
maupun SPT dapat dilakukan di Bank Pemerintah, Kantor Pos dan Giro 
ataupun petugas pemungut (Collector) yang ditunjuk secara resmi. 
4. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak 
dengan NJKP. 
Contoh: 
Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang 
NJOPnya Rp 20.000.000.00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 
12.000.000.00 maka besarnya pajak terhutang adalah: 




Besarnya pajak terhutang juga dapat dipengaruhi oleh letak geografis 
tanah yang berpotensi tinggi dalam pengembangan ekonomi dan juga struktur 
kontruksi bangunan sebagai objek pajak terhutang. Semakin daerah tersebut 
strategis dalam bidang perekonomian maka pajak bumi dan bangunan di 
tempat tersebut semakin tinggi juga nilai pajak terhutang yang harus 
dibayarkan. 
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5. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan 
a. PBB merupakan pajak objektif dimana yang dipentingkan adalah 
objeknya, sehingga keadaan atau status subjek pajak tidak penting dan 
tidak mempengaruhi besarnya pajak. 
b. Sistem pemungutan PBB menggunakan official assessment dimana pajak 
dipungut dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tiap tahun atau 
disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 
c. PBB merupakan pajak langsung yang dipikul sendiri oleh wjib pajak. 








A. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Desember 
2020. Lokasi penelitian disini berkaitan dengan tempat yang berhubungan 
dengan kasus dan faktor permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh penulis berlokasi di Gantangan Kimbara Pabuaran Kecamatan 
Purwokerto Utara. 
Peneliti memilih lokasi penelitian di Gantangan Kimbara Pabuaran 
Kecamatan Purwokerto Utara tidak lepas dari berbagai alasan yang peneliti 
ketahui. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Gantangan 
Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara menyewa tanah untuk usaha perlombaan 
burung yang sangat unik dan tidak ada digantangan lain yang merapkan sistem 
tersebut, yaitu menggunakan sistem bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). 
Namun terdapat permasalahan yang muncul dibalik sistem sewa tanah tersebut. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk 
memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan 
analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.
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Dalam penelitian ini peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan informasi suatu keadaan alamiah di 
lapangan. 
Penelitian pada dasarnya metode untuk menemukan fakta-fakta suatu 
kasus yang sedang terjadi di tengah masyarakat untuk dipecahkan agar menjadi 
pegangan kehidupan sosial bermasyarakat. Peneliti terjun di lapangan untuk 
melakukan pengamatan dan penelaahan secara langsung untuk mengetahui 
bagaimana praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan 
(PBB) yang dilakukan, sebagai usaha perlombaan burung burung di Gantangan 
                                                             





Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara, kemudian praktik sewa tersebut dianalisis 
berdasarkan hukum Islam. Dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses 
yang terjadi dilapangan. 
C. Pendekatan Penelitian 
Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. 
Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan 
kata lain dalam melakukan penelitian data dikumpulkan dari berbagai sumber 
yang ada.
84
 Dengan pendekatan ini memudahkan penulis untuk menganalisa apa 
yang saat ini berlaku secara akurat mengenai fakta serta fenomena yang 
diselidiki. 
Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena 
pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan 
keadaan sedang terjadi saat penulis melakuakan penelitian. Dengan tujuan untuk 
melihat realita praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan 
serta respon pihak yang terlibat dalam praktik sewa tanah tersebut. Peneliti terjun 
di lapangan untuk melakukan pengamatan dan penelaahan secara langsung untuk 
mengetahui bagaimana praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan 
bangunan (PBB) yang dilakukan di Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto 
Utara, Kemudian praktik sewa tersebut dianalisis menggunakan hukum islam. 
D. Sumber Data 
Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan maka harus 
difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi 
penyimpangan dan perselisihan dalam pembahasan peneliti. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.
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 Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan data primer guna melakukan penelitian di gantangan 
burung kimbara pabuaran purwokerto utara. Teknik pengumpulan data primer 
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dilakukan dengan wawancara secara terstruktur terhadap pihak yang 
berhubungan dengan permasalahan ini yaitu pemilik tanah yang tanahnya 
disewakan untuk usaha perlombaan burung dan pemilik usaha perlombaan 
burung atau penyewa. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat 
diperoleh dari luar objek penelitian.
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 Data sekunder dari penelitian ini adalah 
data yang bersumber dari luar data primer yang dapat memberikan kontribusi 
serta mendukung dan melengkapi berkaitan dengan objek penelitian yang 
penulis lakukan baik yang berbentuk buku, karya tulis maupun artikel yang 
masih berkaitan dengan fokus objek penelitian. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 
penelitian guna mendapat data-data yang akurat dalam penulisan karya ilmiah 
maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan 
data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan 
penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang 
diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan 
atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan 
mancatat. Observasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di 
Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara. 
2. Wawancara 
Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode berdialog 
dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi jadi metode ini 
disebut metode wawancara atau sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
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metode wawancara ini peneliti akan mendapatkan informasi secara jelas oleh 
pihak yang bersangkutan serta keadaan geografis dan persoalan praktik sewa 
tanah tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 
secara langsung kepada pemilik sewa atau pemilik tanah dan penyewa atau 
pemilik usaha perlombaan burung. Kemudian jawaban-jawaban dari masing-
masing pihak dicatat atau direkam. Narasumber atau pihak yang peneliti 
wawancarai yaitu: 
a. Pemilik tanah yaitu Rasmini. 
b. Pemilik usaha perlombaan burung yaitu Hakim. 
3. Dokumentasi 
Salah satu teknik pengumpulan data yaitu dokementasi, yang dapat 
diperoleh dari catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam 
bentuk surat kabar, gambar dan dokumentasi yang berhubungan dengan sewa 
tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunam (PBB) dalam usaha 
perlombaan burung. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam 
mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah 
tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal 
yang sesuai dengan tema penelitian.
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F. Teknik Pengambilan Data 
Dalam Penelitian ini peneliti mengambil data langsung dari dua pihak 
yang melakukan transaksi sewa yaitu pemilik tanah dan penyewa atau pemilik 
usaha perlombaan burung, data ini sudah konkrit karena data diperoleh dari dua 
sumber yang bersangkutan secara langsung dengan sewa tanah. Data ini memiliki 
kepastian serta mudah untuk dipertanggung jawabkan. 
G. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. 
Berdasarkan data yang diperoleh penyusunan dari berbagai sumber baik lapangan 
maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah 
dalam menganalisis masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis 
kualitatif dengan teknik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, 
                                                             





peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini 
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai praktik sewa 
tanah dengan sitem bayar pajak bumi dan bangunan dalam usaha perlombaan 
burung. Kemudian dianalisis menggunakan hukum islam untuk mengetahui nilai-








ANALISIS SEWA TANAH DENGAN SISTEM BAYAR PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN DALAM USAHA PERLOMBAAN BURUNG 
A. Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Pajak Bumi dan Bangunan 
Dalam Usaha Perlombaan Burung 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis lakukan terdapat di Pabuaran 
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Tepatnya berada di 
jalan raya baturaden gang gunung semeru masuk pada wilayah kelurahan 
pabuaran. Berdasarkan data statistik luas wilayah pabuaran masuk koordinat 
luas kecamatan 901,39 Ha dan tinggi dari permukaan laut 102,48 m. 
Berbatasan dengan Bobosan, Purwanegara, Bancarkembar, Grendeng dan 
Karangwangkal. Adapun perincian perbatasan-perbatasan letak geografis 
kecamatan adalah sebagai berikut: 
Sebelah utara   : Kecamatan Baturaden. 
Sebelah selatan  : Kecamatan Purwokerto Timur. 
Sebelah timur   : Kecamatan Kembaran. 
Sebelah barat   : Kecamatan Kedungbanteng.
89
 
Sedangkan tingkat penduduk menurut mata pencaharian di Pabuaran 
sangat beragam, seperti 725 orang belum/tidak bekerja, 696 orang  mengurus 
rumah tangga, 400 orang sebagai pelajar/mahasiswa, 319 orang sebagai buruh 
harian lepas, 244 orang sebagai buruh tani/perkebunan, 147 orang sebagai 
petani/pekebun, 86 orang sebagai karyawan, 73 orang sebagai wiraswasta, 39 
orang sebagai pedagang, 27 orang sebagai sopir, 21 orang sebagai guru, 58 
orang sebagai PNS, 8 orang sebagai TNI, 14 orang sebagai tukang dan 3 
orang sebagai bidan. 
2. Sejarah Singkat Usaha Perlombaan Burung 
Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara berdiri pada tahun 
2017 tepatnya tanggal 14 Mei 2017 berlokasi di Pabuaran Jalan Raya 
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Baturaden Gang Gunung Semeru. Setelah berjalan selama sebulan gantangan 
kimbara pabuaran purwokerto utara diakui peserta yang datang semakin 
banyak dikarenakan akses jalan yang mudah, dekat dengan obyek wisata 
baturaden, pusat pertokoan dan pom bensin. Serta untuk orang yang hanya 
ingin menonton jalannya perlombaan sudah dimanjakan dengan warung yang 
menyediakan kopi dan gorengan yang ada di area gantangan. Untuk para 
peserta dan penonton tidak perlu risau jika membawa kendaraan karena sudah 
ada juru parkir yang menjaga kendaraan pengunjung selain itu juga lokasi 
yang berada di kawasan perumahan penduduk menjadi nilai tambah 
keamanan tersendiri. 
 Pada awalnya Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara ini 
berdiri yakni dari sekelompok pecinta burung berkicau yang dinamai dengan 
sebutan Kicau Mania Pabuaran Community (KMPC). Kicau Mania Pabuaran 
Community ini adalah perkumpulan tempat mereka saling bertukar pikiran 
membahas tentang hobi mereka yakni burung berkicau. Mulai dari bagaimana 
memilih burung yang bagus, cara merawat burung yang baik dan benar, 
bagaimana membuat burung agar lebih gacor dan lain sebagainya. Dari 
sinilah muncul niat untuk membuat gantangan sendiri. Dengan membuat 
gantangan ini tidak hanya menyalurkan hobi terhadap burung berkicau 
melainkan juga mendapatkan penghasilan dari gantangan tersebut.
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3. Hal yang Mendasari Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Pajak Bumi dan 
Bangunan Dalam Usaha Perlombaan Burung 
Sewa tanah merupakan suatu transaksi yang lazim dilakukan oleh 
manusia untuk berbagai keperluan terutama dalam bidang perekonomian. 
Karena dengan sewa menyewa pihak pemilik sewa maupun penyewa sama-
sama mendapatkan keuntungan, tergantung bagaimana kedua belah pihak 
melakukan perjanjian sewa tersebut. Seperti membayarkan upah sewa diawal 
masa sewa atau memberikan upahnya diahir masa sewa objek sewa tersebut. 
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Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi yaitu berkaitan 
dengan sewa. Sewa menyewa merupakan pengambilan manfaat suatu barang 
atau benda kepada orang lain tanpa memindahan kepemilikan dengan 
perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang pemberi sewa dan 
penyewa. Dimana penyewa yang menerima barang atau benda harus 
memberikan imbalan sebagai pembayaran atas perolehan manfaat dari barang 
tersebut. 
Berkaitan dengan upah sewa, terdapat sewa tanah dengan sistem 
bayar pajak bumi dan bangunan dalam usaha perlombaan burung. Jadi 
pembayaran sewa tanah dilakukan dengan membayar biaya Pajak Bumi dan 
Banguanan (PBB) sebesar Rp 276.000.00 (dua ratus jutuh puluh eman ribu 
rupiah) oleh Hakim selaku pemilik usaha perlombaan burung tanpa 
membayar biaya lain. Hal tersebut dilakukan hakim berawal ketika ia 
menemui rasmini untuk menyewa tanahnya dengan tujuan untuk dijadikan 
lapak gantangan sebagai usaha perlombaan burung. Karena di desa tersebut 
hanya lahan pekarangan milik rasmini yang lumayan luas dan strategis.
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Kemudian Rasmini membolehkan lahan pekarangannya disewa oleh Hakim 
dengan membayar pajak tanahnya saja dengan alasan bahwa hakim tidak lain 
merupakan warga desa tersebut dan Rasmini juga berniat akan menjual kopi 
dan aneka minuman dirumahnya sebagai tambahan penghasilan.
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Pada praktik sewa tanah, pengambilan manfaat digunakan sebagai 
lahan usaha perlombaan burung, pihak penyewa menggunakan pekarangan 
samping rumah Rasmini seluas 48 m
2
 saja untuk membuat gantangan 
berbahan dari besi yang dibentuk persegi dengan atap berbahan plastik tebal. 
Luas tanah yang digunakan penyewa masuk dalam ketentuan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) keseluruhan luas tanah dan kontruksi bangunan rumah 
pemilik sewa. Pembayaran sewa dilakukan ketika Rasmini menerima surat 
pemberitahuan pajak terhutang maka yang akan membayar pajak tersebut yitu 
Hakim tidak lain adalah penyewa tanah. Pembayaran bisa dilakukan dengan 
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mendatangi kantor bank, kantor pos atau kelurahan sebagai tempat 
pengumpulan yang ditunjuk secara resmi namun Rasmini lebih sering 
membayar ke kantor pos atau kelurahan yang jaraknya dekat dari rumah. 
Pada praktik sewa tanah dalam menjalankan pembayarannya 
dilakukan oleh Hakim dengan cara mendatangi kantor pos atau kelurahan 
untuk membayarkan wajib pajak terutang atas nama Rasmini. Setelah 
membayarkan pajaknya maka Hakim akan mendapat bukti pembayaran dan 
bukti pembayaran tersebut diberikan kepada Rasmini sebagai tanda bahwa 
dia telah membayar pajaknya dan secara otomatis berarti telah membayar 
biaya sewa kepada pemilik sewa. 
Dalam perjanjian sewa menyewa apapun bentuknya tidak terlepas dari 
jangka waktu masa ahir sewa. Pada umumnya jangka waktu dalam sewa 
menyewa ditentukan secara jelas dengan menyebutkan berapa minggu, 
berapa bulan dan berapa tahun. Namun dalam sewa tanah yang dilakukan 
oleh Rasmini dan Hakim jangka waktu tidak ditentukan secara jelas tetapi 
berdasarkan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selama penyewa 
masih bisa membayar maka sewa menyewa tetap terjalin, namun ketika 
penyewa tidak bisa membayarkan pajaknya ketika waktu pembayaran sudah 
tiba maka perjanjian sewa tersebut dianggap selesai. Hal tersebut sudah 
menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan asas saling percaya antara satu 
dengan yang lain. 
Pada zaman Nabi juga sudah ada pajak bumi yang disebut Kharaj 
merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah terutama dilakukan oleh 
kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh hijriyah di mana 
pada saat itu tanah khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. 
Tanah-tanah tetap dibiarkan dimiliki oleh pemilik lama namun ketika panen 
sebagian diberikan kepada Nabi (Negara Islam). Dengan dua cara 
pemungutan yaitu perbandingan yang ditetapkan berdasarkan porsi hasil 
seperti 1/2 1/3 atau 1/5 dari hasil setiap panen ataupun dengan cara beban 
pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan yang dibayarkan 





Jadi hal yang mendasari sewa tanah dengan membayar pajak bumi 
dan bangunan adalah berdasarkan ketentuan wajib pajak yang harus 
dibayarkan kepada pemilik tanah dalam hal ini adalah Rasmini namun 
dengan adanya perjanjian sewa menyewa tanah untuk usaha perlombaan 
burung, maka kewajiban wajib pajak bumi dan bangunan kepada negara 
dilimpahkan sepenuhnya kepada penyewa dalam hal ini adalah Hakim selaku 
pemilik usaha perlombaan burung. Hal tersebut disepakati oleh kedua belah 
pihak dan dari sinilah akad perjanjian sewa tanah dengan sistem bayar pajak 
bumi dan bangunan dalam usaha perlombaan burung terjadi. 
B. Analisis Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Dengan 
Sistem Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Usaha Perlombaan Burung 
Dalam memahami kehidupan, manusia merupakan mahluk sosial yang 
saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak 
memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk 
memenuhinya. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja 
sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Baik itu dalam rangka kegiatan 
sosial, politik maupun ekonomi. Maka dari itu guna mementingkan kerjasama 
antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya memerlukan interaksi yang 
tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia 
dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan 
transaksi atau perjanjian (akad).
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Islam sebagai agama yang realistis artinya hukum islam tidak 
mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan 
diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan 
hukum yang ditetapkannya baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun 
umat manusia. Islam memandang konsep sewa menyewa sebagai sarana untuk 
tolong-menolong antara sesama manusia. Dimana orang yang sedang melakukan 
sewa menyewa tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan 
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Diantara hubungan sesama manusia dalam masyarakat sosial adalah 
mengenai masalah sewa menyewa. Agar sewa menyewa tersebut terlaksana maka 
pihak yang berkepentingan harus mengadakan akad dengan tujuan 
menyampaikan maksudnya. Dengan hal tersebut agar manusia dalam kegiatan 
ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusnya hubungan 
baik antar sesama dan hal yang dilarang. Seperti yang ditegaskan oleh Allah 
SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 : 
                                    
          
“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 




Berdasarkan hasil penelitian dengan responden yang dilakukan penulis di 
Pabuaran Purwokerto Utara, terdapat kegiatan perekonomian yang berkaitan 
dengan sewa menyewa. Salah satunya ialah sewa tanah yang dilakukan oleh 
pemilik gantangan. Sewa tanah ini terjadi karena pemilik gantangan tidak 
memiliki tanah sendiri untuk mendirikan usahanya, dengan menyewa tanah maka 
pemilik gantangan dapat membuka usaha perlombaan burung. Praktik sewa tanah 
untuk usaha perlombaan burung terkait akad, upah dan batas waktu masa sewa 
yang ditentukan melalui musyawarah kedua belah pihak dan disepakati bersama. 
Dalam perjanjian akad yang disepakati kedua belah pihak dilakukan secara lisan. 
Kemudian terkait dengan penentuan upah sudah disepakati bersama yaitu 
sesuai dengan biaya pajak tanah. Sedangkan batas waktu sewa satu kali wajib 
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pajak yang dikenakan oleh pemilik tanah. Terkait batas waktu sewa tidak 
ditentukan secara jelas, sehingga menurut kebiasaan ketika jatuh waktu 
membayar biaya wajib pajak maka penyewa wajib membayarkannya. Waktu 
pembayaran wajib pajak dilakukan tidak lain dalam jangka waktu satu kali 
pembayaran dalam setahun. 
Menjalankan kehidupan, manusia tidak terlepas dari interaksi terhadap 
manusia yang lain. Interaksi tersebut masuk dalam praktik muamalah yaitu jual 
beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Pada prinsipanya dalam hukum islam 
segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah kecuali ada larangan yang telah 
ditentukan dalam al-Qur‟an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau 
hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah 




Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis 
mengenai praktik sewa tanah dalam usaha perlombaan burung yang sudah 
dijelaskan diatas, maka terdapat hubungan antara mu᾽jir dan musta᾽jir yang 
termasuk dalam akad sewa menyewa. Dengan cara menyewakan tanah tersebut 
kepada orang lain menggunakan akad ija>rah sebagai salah satu bentuk kerjasama 
dalam penukaran manfaat atau jasa. Di samping itu banyak yang bisa dijadikan 
legitimasi yuridis dari akad ini yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan rasional 
dan pertimbangan historis akad ini telah berkembang sesuai perkembangan jaman 
dan pola pikir. 
Adapun yang berkaitan dengan praktik sewa tanah dengan sistem bayar 
pajak bumi dan bangunan dalam usaha perlombaan burung di Gantangan 
Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara sebagai berikut: 
1. Pelaku akad 
Pelaku akad di sini adalah pelaku akad dalam sewa menyewa atau 
upah mengupah yaitu mu᾽jir dan musta᾽jir. Mu᾽jir adalah orang yang 
memberikan upah dan menyewakan. Dalam kata lain mu᾽jir merupakan orang 
yang memberikan pekerjaan atau orang yang memiliki objek sewa. 
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Sedangkan musta᾽jir adalah orang yang menerima upah atau orang yang 
menyewa. Dalam kata lain musta᾽jir merupakan seorang pekerja atau orang 
yang menyewa objek sewa. Dalam penelitian yang penulis lakukan yang 
menjadi mu᾽jir adalah Rasmini sebagai pemilik tanah yang tanah 
pekarangannya disewakan kepada penyewa dengan pembayaran upah berupa 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada penyewa satu 
kali dalam setahun
97
 dan yang menjadi musta᾽jir adalah Hakim sebagai 
penyewa yang menggunakan kemanfaatan tanah yang disewanya sebagai 
tempat usaha perlombaan burung dan ia menyetujui beban biaya sewa yang 
dibebankan dengan cara membayarkan pajak bumi dan banguan yang 
merupakan kewajiban pemilik sewa, menjadi kewajibannya sebagi tanda 
bahwa dia telah membayarkan biaya sewa.
98
 
2. Ijab dan Kabul Dalam Pelaksanaan Sewa Tanah 
Ijab dan kabul merupkan persekutuan kedua belah pihak yang 
mencapai kesepakatan jadi ijab merupakan pernyataan menyampaikan 
kehendak sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui 
kehendak. Dalam ijab dan kabul kedua belah pihak menyepakati dan diserah 
terimakan secara sukarela tanpa ada paksaan dan menyembunyikan kecacatan 
dalam objek sewa yang akan digunakan manfaatnya. 
Dalam pelaksanaan ijab dan kabul sewa menyewa tanah para pihak 
melakukan akad secara lisan dimana pihak penyewa datang kerumah pemilik 
sewa untuk menyampaikan kehendaknya dengan menggunakan kata-kata 
yang terang dan jelas serta dimengerti oleh masing-masing pihak. 
Penggunaan akad secara lisan merupakan bentuk akad yang biasa terjadi pada 
masyarakat. 
Penulis telah melakukan penelitian melalui obsevasi dengan cara 
melihat langsung tanah yang disewakan serta kemanfaatannya untuk usaha 
perlombaan burung. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap 
pelaku sewa menyewa tanah dalam usaha perlombaan burung di Pabuaran 
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Purwokerto Utara, sehingga penulis mengerti lebih jelas dan mengetahui 
sitem atau tata cara pelaksanaan sewa tanah tersebut. 
Sewa tanah yang terjadi di Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto 
Utara merupakan akad sewa terhadap manfaat suatu tanah untuk diambil 
manfaatnya sebagai tempat usaha yang telah ditentukan pembayarannya 
dengan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Sewa tanah ini sudah 
berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 2017 hingga sekarang. Luas tanah 
yang digunakan penyewa untuk mendirikan usahanya sebesar 48 m
2
 saja, luas 
tersebut masuk dalam keseluruhan luas tanah dan kontruksi bangunan yang 
biaya wajib pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 267.000.00 (Dua ratus 
enam puluh tujuh ribu rupiah). 
Pada saat wawancara mengenai sewa tanah ibu Rasmini awalnya 
heran kenapa mendirikan usaha dipekarangan rumahnya yang tidak lain 
berada diperkampungan. Setelah penyewa menerangkan bahwa akan 
mendirikan gantangan sebagai usaha perlombaan burung kemudian Rasmini 
membolehkan karena selain tanah tersebut kosong sedang tidak digunakan, 
Hakim merupakan tetangga desa yang tidak jauh dari tempat sewa dan 
Rasmini juga mengenal Hakim. Pada saat menentukan harga sewa, pemilik 
sewa menyarankan untuk membayar pajak tanahnya saja serta meminta untuk 
berjualan kopi dan aneka minuman. Karena Rasmini tau bahwa perlombaan 
burung mendatangkan orang banyak entah itu peserta lomba taupun 
penonton. Dengan tujuan mendapat tambahan penghasilan serta memudahkan 




Menurut bapak Hakim selaku penyewa bahwa sewa tanah tersebut 
dijadikan sebagai usaha perlombaan karena ingin merintis usahanya yang 
berawal dari hobi terhadap burung. Menurutnya hobi yang dapat membawa 
penghasilan sangat menyenangkan. Karena tidak memiliki lahan sendiri maka 
menyewa tanah yang dimanfaat sebagai gantangan untuk usaha perlombaan 
burung dengan kesepakatan membayarkan pajak tanah pemilik sewa dengan 
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cara ketika tiba waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan penyewa yang 
membayar ke kantor pos atau kelurahan terdekat hal tersebut disepakati 
Hakim karena biaya pajak yang sangat murah dan berbeda dengan sewa tanah 
pada umumnya dengan harga hingga jutaan rupiah. Ketika membayar pajak 
maka itu adalah upah dari sewa tersebut dan jika Hakim tidak bisa membayar 
pajaknya maka secara otomatis berahir sewa tersebut.
100
 
Berdasarkan data hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa 
sewa tanah dalam usaha perlombaan burung shigat (ijab dan kabul) dilakukan 
secara lisan karena cara ini merupakan cara yang biasa digunakan oleh para 
penyewa dan yang menyewakan dalam melakukan suatu akad atau perjanjian 
dan akad secara lisan merupakan suatu perjanjian yang menjadi kebiasaan 
pada masyarakat. 
3. Ujrah 
Dalam bahasa arab ujrah memiliki arti upah atau dalam akad ijarah 
atau sewa menyewa disebut biaya sewa. Ujrah pada pelaksanaan sewa tanah 
dalam usaha perlombaan burung di Pabuaran Purwokerto Utara terjadi 
ketimpangan. Dimana biaya sewa didasarkan kepada biaya Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) sebesar Rp. 276.000.00 yang diatur oleh pemerintah 
mengenai pengenaan biaya wajib pajak dan biaya tersebut bisa diubah oleh 
pemerintah sewaktu-waktu. Pada kesepakatan kedua belah pihak tidak 
dijelaskan bagaimana jika suatu saat biaya pajak dinaikan atau diturunkan 
oleh pemerintah dan mengenai kesepakatan jangka waktu pada perjanjian 
sewa tanah juga tidak ditentukan dengan jelas oleh mu᾿ji>r dan musta᾿jir 
berapa tahun penyewaan tanah tersebut. Karena biaya pajak dikenakan oleh 
wajib pajak yaitu satu kali dalam setahun. Sewa tanah ini sudah berlangsung 
dari tahun 2017 hingga sekarang. 
Pada praktik pembayaran sewa terdapat perbedaan cara pembayaran 
dengan sewa menyewa pada umumnya. Pada sewa tanah ini penyewa 
membayar uang sewa dengan membayarkan pajak bumi dan bangunan 
pemilik sewa sebesar Rp. 276.000.00 satu kali dalam setahun yang 
                                                             





dibayarkan secara kontan pada masa awal sewa kepada pemilik sewa tanpa 
pembayaran biaya lain. Jumlah biaya tersebut merupakan keseluruhan luas 
tanah dan bangunan pemilik sewa dalam hal ini adalah Ibu Rasmini. 
Kemudian pemilik sewa mendatangi kator pos atau kelurahan untuk 
membayar pajak dengan membawa surat pemberitahuan pajak terutang 
(SPPT) PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima 
surat tanda terima setoran (STTS). Biaya sewa tersebut mewakili tanah dan 
bangunan yang ditempati pemilik sewa namun penyewa hanya memakai 
tanah atau lahan kosong yang berada di samping rumah pemilik sewa seluas 8 
m
2
 saja untuk mendirikan usahanya. Ketika tiba waktu membayar pajak 
secara otomatis penyewa akan membayarkan pajak bumi dan bangunan 
(PBB) kembali. Sewa tanah ini berdasarkan atas asas saling percaya satu 
dengan yang lain. 
4. Objek Akad Pada Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Dalam Usaha Perlombaan Burung 
Dalam suatu ikatan perjanjian apabila perjanjian tersebut telah 
disepakati bersama maka kedua pihak memiliki kewajiban memenuhi apa 
yang telah disepakati bersama. Objek yang menjadi transaksi sewa menyewa 
ini adalah tanah. Inti dari sewa menyewa ini merupakan kemanfaatan tanah 
yang digunakan oleh penyewa (pemilik gantangan) sedangkan pemilik sewa 
mendapatkan imbalan berupa uang sewa. Dari pihak penyewa (pemilik 
gantangan) pembayaran uang sewa dilakukan berdasarkan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) pada saat penagihan wajib pajak. Sedangkan kemanfaatan 
dari objek sewa berupa gantangan sebagai sarana usaha perlombaan burung. 
Hal yang menjadi fokus diteliti oleh penulis adalah akad ija>rah dan 
kemanfaatan akad ija>rah tersebut di Gantangan Kimbra Pabuaran Purwokerto 
Utara. Dimana dalam praktik sewa menyewa tersebut perlu adanya kejelasan 
hukum. Dengan sumber data yang doperoleh maka untuk menganbil istimbat 
hukum dilakukan analisa-analisa secara spesifik dan mendalam, analisa 
tersebut berkaitan dengan hukum islam yang mencangkup antara lain 





Menurut ulama ahli fiqih memberikan persyaratan bagi a>qid (orang 
yang berakad) yaitu harus memenuhi kriteria ahliyah dan wilayah. Kriteria 
ahliyah maksudnya adalah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap 
dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi dalam sewa menyewa 
yaitu mu᾿jir dan must᾿ajir. Biasanya orang yang telah memiliki aliyah adalah 
orang yang sudah berakal dan balig. Kriteria wilayah maksudnya yaitu hak 
atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar„i untuk 
melakukan objek akad. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik 




Sedangkan Fuduli adalah orang yang melakukan transaksi atas 
perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah di atasnya. Orang yang 
melakukan transaksi atas hak orang lain tanpa medapatkan izin syari. Seperti 
menjual atau membeli barang tanpa mandat dari yang berwenang. Menyewa 
atau menyewakan barang tanpa adanya wilayah atau mandat. Transaksi fuduli 
dilakukan oleh orang yang sempurna ahliyahnya dan memiliki manfaat bagi 
pemilik serta tidak menimbulkan bahaya. Pada intinya kepeilikan penuh atas 
wilayah merupakan syarat dalam akad. Jika a>qid bukan pemilik dan memiliki 
wilayah yang mutlak maka akad dinyatakan mauqu>f (ditangguhkan). 
Dalam hal sewa menyewa yang menjadi landasan terpenting adalah 
terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. Jika 
terdapat kekurangan dalam rukun maupun syarat maka sewa menyewa 
tersebut dianggap cacat akad dan sewa menyewa tersebut tidak sah. 
Dalam praktiknya sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan 
bangunan dalam usaha perlombaan burung terdapat cacat akad dalam rukun 
ijara>h yaitu upah dan manfaat serta jangka waktu yang tidak ditentukan 
dengan jelas meskipun kedua belah pihak sepakat dengan prinsip yang 
mereka buat yaitu dengan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanpa 
membayar biaya lain yang menjadi tanggungan penyewa, maka dianggap 
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membayar uang sewa jika tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) 
maka sewa tersebut dianggap selesai. Dimana dalam penentuan upah 
didasarkan pada kebijakan pemerintah yang dapat berubah sesuai keadaan 
wilayah yaitu pajak dan waktu dalam penggunaan objek sewa tidak 
ditentukan dengan jelas dengan kata lain satu kali bayar pajak maka satu 
tahun masa sewa tanah, disinilah mu᾿jir dan musta᾿jir tidak ada kesepakatan 
menyebutkan berapa kali mustajir akan membayar pajak di sinilah terdapat 
unsuru gharar. Kemudian kemanfaatan objek sewa yang digunakan sebagai 
gantangan untuk usaha perlombaan burung terdapat unsur maysir pada status 
perlombaan burung tersebut. Dimana unsur tersebut dilarang oleh hukum 
islam. 
Berdasarkan pengamatan penulis di Gantangan Kimbara Pabuaran 
Purwokerto Utara yang menjadikan perlombaan burung terdapat unsur maysir 
adalah hadiah dari perlombaan tersebut berupa uang tunai, trofi, piagam dan 
sertifikat. Berpedoman pada hukum islam yaitu menggunakan uang peserta 
atau patungan dan bukan dari pihak sponsor. Hadiah yang diberikan kepada 
pemenang sesuai keadaan gantangan, kemauan gantangan dan dengan jumlah 
peserta yang mengikuti. Pada masa Rasullulah saw pertandingan terhadap 
suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas 
pemainya untuk persiapan ke medan jihad bukan kualitas hewan atau unggas. 
Seperti perlombaan memanah, berkuda dan pacuan unta.
102
 Seperti dalam Al-
Qur‟an pada surat Al-Anfal ayat 60 : 
                             
                        
               
...”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang 
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang 
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan 
musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak 
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mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu 
nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup 




Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur maysir 
dan mengundi nasib serta suatu permainan tidak boleh melewati batas dengan 
mengorbankan hal yang lebih penting. Pertaruhan dalam perlombaan 
diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang 
berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan dia 
kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam 
sebuah pertandingan dana partisipasi dari pendaftaran peserta tidak boleh 
dialokasikan untuk hadiah para pemenang. Unsur hadiah yang dikelola oleh 
pemilik gantangan dan para juri perlombaan inilah yang menjadikan maysir. 
Tidak akan ada unsur maysir apabila uang pendaftaran dianggap seperti sewa 
lapak dan digunakan untuk merawat gantangan dan menggaji para juri saja 
tanpa ada hadiah bagi para pemenang. Hadiah inilah yang memicu peserta 
semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas burung demi 
mengungguli burung peserta lain. Secara sadar maupun tidak sadar kita 
menaruh harapan penuh kepada burung seperti mengundi nasib kepada anak 
panah.  
Perlombaan atau musabaqah itu ada dua macam, dengan taruhan dan 
tanpa taruhan. Pendapat jumhur ulama membolehkan setiap perlombaan tanpa 
taruhan secara mutlak. Dalam pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang 
terdapat di Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara dalam al-Quran dan 
as-Sunnah melarang adanya perlombaan dengan membeli tiket lalu hasil 
penjualan tersebut dijadikan hadiah, sama saja dengan berjudi. Peraturan hadiah 
dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut: 
1. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya. 
Pada dasarnya perlombaan merupakan permainan yang 
dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu tidak seharusnya 
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seseorang melakukan perlombaan dapat membahayakan dirinya dan orang 
lain. 
2. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang. 
Perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan 
memperlihatkan aurat pesertanya. 
3. Hadiah datang dari pengusaha atau orang lain. 
Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu 
diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan 
(sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw beliau mengadakan 
lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. 
Secara umum dapat dilihat bahwa unsur maysir pada perlombaan burung 
adalah sumber dana dari hadiah yang diberikan kepada peserta yang menang. 
Dimana sumber dana tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta. Selain 
sebagai dana pemberian hadiah uang pendaftaran juga digunakan untuk 
perawatan gantangan.
104
 Dari sumber hadiah inilah yang mengindikasikan 
perlombaan burung mengandung unsur maysir, karena sumber dana untuk 
perawatan gantangan dan hadiah hanya dari uang pendaftaran peserta dan belum 
ada pihak sponsor yang mendanai dalam pemberian hadiah. Selain hadiah 
merupakan tujuan utama dari para peserta namun juga ada tujuan untuk melihat 
kualitas burung mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua niat para 
peserta melakukan perjuadian namun perlu digaris bawahi bahwa segala sesuatu 
yang mengandung unsur maysir tidak diperbolehkan oleh hukum islam. Seperti 
yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut: 
                      
                 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 
itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 
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Seperti halnya juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu,anhu, 
Rasulullah Shallallahu,alaihi Wasallam bersabda: 
105فرو اً حى كٍ فن اى خى  كٍ لو أى نىصى  ِفً  الى بىقى إً  سى ٍن الى عى    
“Tidak ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, 
berkuda, atau menunggang unta”. (HR. Tirmidzi no. 1700, Abu 





Dengan demikian mengenai syarat objektif yang terdapat pada benda 
sewaan perlu diperhatikan kembali ketentuannya dari hukum islam mengenai 
manfaat objek tersebut, dimana objek yang disewakan haruslah barang yang 
mubah, memiliki manfaat yang jelas dan tidak samar. Karena apabila 
penggunaan dari objek sewa untuk hal dilarang oleh syara maka sudah jelas 
hukumnya haram. 
Seperti yang dikatakan oleh Imam Hanafi dan Ibnu Qudamah bahwa sewa 
menyewa mewajibkan keterangan kegunaan objek sewa tersebut akan digunakan 
untuk apa oleh penyewa serta manfaat dari sesuatu yang disewakan manfaatnya 
bersifat mubah, jika mengambil manfaat dari hal yang dilarang maka tidak 
dibenarkan dalam hukum islam. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat 
terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi maka akad itu disebut akad batil yang 




Dalam kaidah fikih juga disebutkan mengenai akad yang mengandung 
unsur kecacatan pada pelaksanaan akad yaitu: 
 البىا ًطلي آليػىٍقبىلي اإًل جىازىةن 
  “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”108 
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Maksud dari kaidah diatas ialah suatu akad yang batal dalam hukum islam 
dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu akad yang batal 
tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak atau diterima oleh kedua 
belah pihak sekalipun tetap saja akad tersebut batal demihukum karena ada unsur 
yang dilarang dalam pelaksanaan akadnya. 
  اىإًلٍسًتجىاره عىلىى اٍلمىعىاًصى الى َيىيٍوزي 
“Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”
109
 
Maksud dari kaidah di atas ialah sewa menyewa suatu yang mengandung 
kemaksiatan tidak diperbolehkan meski salah satu pihak tidak mengetahui 
ataupun kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui. Maka akad tersebut 
dianggap batal karena melanggar ketentuan mengenai kemanfaatan objek sewa 
dalam hukum islam.    
 إىذىا بىطىلى الشٍَّيءي بىطىلى مىا ِف ضىٍمًنةً 




Maksud dari kaidah di atas ialah suatu akad yang batal dalam hukum 
islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu semua yang 
menjadi beban tanggungan para pihak juga menjadi batal dan dianggap tidak 
pernah ada suatu transaksi dan dapat dikembalikan sebagaimana yang menjadi 
tanggungannya. 
Sehingga berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum terhadap sewa tanah dengan sistem 
bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam usaha perlombaan burung di 
Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara menggunakan prinsip tolong-
menolong dan saling percaya satu dengan yang lain memang dibolehkan, namun 
pemanfaatan objek sewa yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum islam 
maka menjadikan prinsip tolong-menolong menjadi rusak. Akad yang rusak sama 
dengan akad yang batal dan dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum 
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islam, meskipun secara lahiriyah pernah terjadi. Akad tersebut dipandang batal 
karena terdapat ketidakpastian dalam jangka waktu yang tidak disebutkan dengan 
jelas. Meskipun hal tersebut diterima oleh kedua belah pihak namun tidak 
menjadikan akad tersebut menjadi diperbolehkan karena terdapat hilangnya salah 
satu rukun akad yaitu kemanfaatan yang mengandung unsur maysir. Dalam 
hukum islam khususnya bidang fikih muamalah tidak memandang bahwa fikih 
muamalah hanya sekedar transaksi berbisnis namun sangat jelas dan tegas 
mengenai suatu aturan akad supaya terhindar dari perbuatan yang terlarang serta 










Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dalam bab ini 
merupakan kesimpulan. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar 
Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Usaha Perlombaan Burung untuk memberikan 
jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut: 
1. Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam 
Usaha Perlombaan Burung di Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto 
Utara yang secara mutlak tanah tersebut digunakan sebagai gantangan atau 
dalam istilah umum yaitu lapak yang dipergunakan untuk usaha perlombaan 
burung dengan biaya sewa berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
sebesar Rp. 276.000.00 dibayarkan satu kali dalam satu tahun masa pajak 
tanpa ada pembayaran biaya lain yang dilakukan oleh penyewa. Pembayaran 
dilakukan ketika pemilik objek pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) yang bisa dibayarkan melalui bank, kantor pos dan kantor 
kelurahan. Namun dalam ketentuan mengenai jangka waktu sewa tidak 
ditentukan dengan jelas kapan masa sewa itu akan berakhir, terlebih 
mengenai ketetapan biaya sewa yang bisa berubah karena didasarkan atas 
kebijakan pemerintah berupa pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan 
mengenai pajak dan retribusi daerah diatur oleh pemerintah pusat dan 
dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah. Kenaikan biaya 
pajak bisa berubah sesuai kemajuan perekonomian atas suatu wilayah. 
Kebijakan pajak inilah yang belum disepakati oleh kedua belah pihak jika 
suatu saat mengalami perubahan harga pajak terutang. Serta pemanfaatan 
objek sewa yang digunakan sebagai usaha perlombaan burung mendapat 
keuntungan dari uang pendaftaran para peserta lomba dan sebagai sumber 
hadiah bagi para pemenang lomba. 
2. Dalam tinjauan hukum islam praktik sewa tanah dengan sistem bayar pajak 





yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya serta adapula rukun dan syarat 
yang belum terpenuhi yaitu: 
Ketentuan rukun dan syarat yang sudah terpenuhi yaitu aqid atau dua 
orang yang berakad, adanya ijab kabul serta syarat orang yang berkad telah balig 
dan berakal. 
Ketentuan rukun dan syarat akad ijarah yang belum terpenuhi yaitu 
pemanfaatan objek sewa yang digunakan sebagai usaha perlombaan burung, pada 
sumber dana pemberian hadiah tidak lain diambil dari uang pendaftaran peserta 
lomba, hal tersebut tidak dicontohkan dalam ketentuan perlombaan dalam islam 
maka dapat disinyalir bahawa perlombaan tersebut mengandung unsur maysir 
serta ujrah atau upah memang sudah disepakati namun kejelasan mengenai solusi 
apabila harga pajak naik atau turun yang dilakukan oleh pemerintah tidak 
dijelaskan sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Jangka waktu yang tidak 
ditentukan secara tegas dan jelas dalam sewa menyewa. Maka dapat disimpulkan 
bahwa sewa tanah dengan sistem bayar pajak bumi dan bangunan dalam usaha 
perlombaan burung hukumnya batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat 
akad ijarah. Karena dalam kegiatan bermuamalah semua hal harus ditentukan 
dengan jelas agar tidak terjadi pertentangan dengan hukum islam maupun 
perselisihan antar pihak yang melakukan perjanjian. 
B. Saran 
1. Kepada pihak pemilik sewa agar lebih tegas dan jelas dalam penentuan biaya 
sewa serta dijelaskan juga mengnai solusi jika suatu saat biaya pajak naik 
atau turun. 
2. Kepada pihak penyewa agar lebih jelas dalam menentukan jangka waktu 
objek sewa. 
3. Kepada pihak penyewa agar mencari sumber dana dari sponsor atau pihak 
ketiga tanpa ada campur tangan kedua belah pihak dalam pemberian hadiah 
atau tidak perlu ada hadiah sama sekali namun uang pendaftaran peserta 
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Nama  : Rasmini  
Alamat : Purwokerto  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (Pemilik Tanah) 
No. PERTANYAAN JAWABAN 
1  Kapan tanah milik ibu mulai 
disewa? dan sudah berapa lama? 
Sejak tahun 2017 bulan mei. Kalau 
tanggal saya lupa. Sudah berjalan 5 
tahun ini 
2.  Berapa biaya sewa tanahnya dan 
dipergunakan untuk apa? 
Bayar pajak tanah saja Rp, 276.000.00 
pertahunya. Kalau sudah masuk waktu 
bayar pajak saya suruh Hakim yang 
bayar. Untuk usaha perlombaan burung 
dan saya juga minta ijin buat jualan kopi 
3.  Berapa luas tanah yang disewa? Hanya tanah pekarangan rumah yang 
kosong saja 
4.  Kenapa dengan sistem bayar 
apajak? 
Karena saling tolong saja dan sudah 
kenal juga. Masih tetangga desa 
5.  Dimana membayar pajaknya? Pembayaran dilakukan kadang dikantor 
pos kadang di kelurahan kadang ke bank 
6.  Kapan sewa menyewanya 
berakhir? 
Kalau sudah ngga bisa bayar pajak brti 
selesai menyewa tanah ini. Kalo masih 
bayar berarti lanjut terus 
Purwokerto, 4 Februari 2020 






Nama  : Hakim 
Alamat : Purwokerto 
Pekerjaan : Buruh (Penyewa Tanah) 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Sejak Kapan Membuka Usaha 
perlombaan burung? 
Sejak tanggal 14 Mei 2017 
2 Sudah berapa lama? 5 tahun berjalan 
3 Alasan membuka usah? Awalnya memang hobi burung kicauan 
sering mengikuti lomba sehabis pulang 
kerja. Lama-lama memiliki niat kena 
tidak buat sendiri. Selain hobi juga dapat 
menghasilkan. Dari situlah muncul ide 
buat bikin usaha karena hobi 
4 Bagai mana perlombaan burung 
itu? Lalu darimana mendapat 
untung, membayar juri dan 
pemberian hadiah? 
Semua burung diperlombakan sesuai 
jenisnya dan pemenang ditentukan oleh 
suara dan lamanya burung menyanyi. 
Uang pendaftaran peserta selain sebagai 
keutungan juga digunakan untuk memberi 
gaji juri, memberi hadiah berupa uang, 
trofi dan piagam 
5 Kapan Perlombaan diadakan? 
Dan berapa biaya pendaftaran? 
Perlombaan diadakan setiap senin malam, 
Kamis malam dan minggu siang sehabis 
pulang kerja lah. Pendaftran peserta Rp. 
20.0000.00 tergantung kelas burung tapi 
rata-rata Rp20.000.00 
6 Berapa uang sewa tanah? Berapa 
lahan yang digunakan? 
Saya bayar pertahun RP.276.000.00 itu 
sesuai pajak bumi dan bangunan. 
Lumayan kalo ditempat lain sampai 





Saya bikin gantangan memakai tanah 
seluas 6 kali 8 meter. 
 























Wawancara dengan Ibu Rasmini pemilik tanah atau pemilik sewa 
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